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MUH. WAHYU T, E 121 10 269. Program Studi Ilmu Pemerintahan, 
Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
menyususn skripsi dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI 
JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA” dengan 
Pembimbing I Dr. H. A. Gau Kadir, M.A dan A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.  
selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan 
tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing 
dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan administratif dalam 
pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi 
lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan 
mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah 
ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif 
dengan tujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan 
mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal penempatan 
PNS serta mengetahui bagaimana implikasi dari pelaksanaan mutasi jabatan 
di pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dianalisa secara kualitatif berdasarkan 
laporan dan catatan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data 
meliputi data primer yaitu observasi dan wawancara serta data sekunder 
yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran 
organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan 
karir PNS. Pada umumnya, penempatan pegawai sudah sesuai dengan 
kompetensi di bidangnya masing-masing. Namun, masih ada beberapa 
penempatan PNS yang yang tidak sesuai tetapi dinilai berdasarkan 
pengalamannya dalam bidang tersebut serta masih ada penempatan 
pegawai yang tidak sesuai dengan pesyaratan kepangkatan. Mutasi yang 
diselenggarakan pada Tahun 2014 yaitu pada Bulan Januari dan Bulan April 
di pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak menunjukkan implikasi politik 










MUH. WAHYU T, E 121 10 269. Government Science Program, 
Department of Political Science and Government, Faculty of Social and 
Political Sciences, thesis with the title “ANALYZE THE IMPLEMENTATION 
OF SHAKEUP POSITION IN THE GOVERNMENT OF NORTH LUWU 
REGENCY” with Dr. H. A. Gau Kadir, M.A as a first Supervisor and A. 
Lukman Irwan, S.IP, M.Si.  as a  second Supervisor . 
This research purpose for acquiring image or explanation about the 
implementation of shakeup post in the government of North Luwu Regency 
has appropriate with the competence of civil servant in each level and how 
the politic implication, government, and administrative in order of the 
implementation of shakeup position in the government of North Luwu 
Regency. The result from this research expected that it can be an input 
subject evaluate for North Luwu government in implementation of shakeup 
position. From academic aspect, output from this research can give 
advantage for the development of the government science especially study 
about shakeup position. 
The method which used in this research is descriptive type in purpose 
to giving fact images about the implementation of shakeup position in the 
government of North Luwu Regency in case of appointment the civil servant 
and find out how the implication of the implementation of shakeup position in 
the government of North Luwu Regency. Analyzed using  qualitative building 
on report and transcript which get from the object. By technique of collecting 
the data include primary data which is observation and interview and 
secondary data which is library study and documentation. 
According to the result of this research indicate that the implementation 
of shakeup position in the government of North Luwu Regency implemented 
in case of refresh the organization in order that does not happen saturation in 
civil servant and also raising the carrier of civil servant. In general, the 
placement of employees is in accordance with competence in their respective 
fields. However, there are still some who are not civil servants placement 
appropriate but judged based on his experience in the field and there are no 
staffing requirements into account in accordance with rank. Shakeup Position 
were held in 2014 is in January and in April in North Luwu regency 
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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan 
merupakan fungsi dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut antara lain 
adalah kelembagaan, proses pengawasan, dan akuntabilitas. Faktor 
penting yang dapat menjadi pengungkit (leverage) dalam perbaikan 
pelayanan publik adalah persoalan kepegawaian negara. Sebagaimana 
terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) adalah penting dan menentukan karena PNS merupakan 
unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Sehingga, 
untuk mendapatkan aparat yang memiliki dedikasi dan hasil kerja yang 
optimal, maka harus dilakukan pertimbangan dan seleksi yang ketat bagi 
para calon pegawai negeri sipil, apalagi yang ingin menduduki suatu 
jabatan strategis. Namun, dalam penempatan pegawai, promosi, mutasi, 
pengembangan dan evaluasi, juga tidak luput dengan tekanan konflik 
kepentingan. Untuk mendapatkan jabatan dan peluang berkembang 
seorang pegawai dihadapkan pada peluang yang diperebutkan secara 
tidak professional. Memotong proses dengan cara illegal agar seseorang 
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dapat memperoleh kesempatan terdepan kini menjadi hal yang lazim 
dalam birokrasi. 
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan 
(BAPERJAKAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 
yang telah direvisi kedalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002, 
serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang  
Baperjakat dimana memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kepala 
daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  Pegawai 
Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural/fungsional, pengangkatan 
dalam pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan struktural. Pembentukan badan ini merupakan 
salah satu wujud dari agenda reformasi dan birokrasi pemerintahan 
dengan prinsip “The Right Man On The Right Place” sebagai landasan 
pelaksanaan dalam hal pemutasian pegawai yang nantinya mampu 
membawa perubahan ditubuh birokrasi pemerintahan Kabupaten Luwu 
Utara. 
Dalam periode kepemimpinan Drs. H. Arifin Junaidi, selaku 
Bupati Luwu Utara, pelaksanaan sidang dan mutasi pegawai di lingkup 
pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dilakukan minimal 2 kali dalam 
setahun. Pada tanggal 13 januari 2014, Bupati Luwu Utara kembali 
merombak susunan kabinetnya. Mutasi di awal tahun 2014, sejumlah 
pejabat mengalami pertukaran jabatan. Ada pejabat yang mendapat 
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promosi dari eselon III ke eselon II, ada juga yang 'naik kelas' serta dua 
orang pejabat dinonjobkan. Pejabat  eselon II yang dilantik, tiga di 
antaranya merupakan pejabat yang mendapatkan promosi jabatan. Salah 
satu dari pejabat promosi tersebut yaitu Kadis Pendidikan yang tak lain 
merupakan keluarga Bupati. Pelaksanaan Mutasi tersebut juga 
menunjukkan beberapa penempatan pejabat yang justru tidak sesuai 
dengan persyaratan kepangkatan. Berkaitan dengan ini, banyak spekulasi 
yang muncul dimana pemutasian pegawai cenderung didasarkan atas 
hubungan kekeluargaan serta pada pertimbangan ‘like or dislike’ (spoil 
system). 
Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki wewenang 
dan pengaruh yang sangat kuat. Semua masalah tentang mutasi, 
pemberhentian, dan kenaikan pangkat seakan-akan harus didasarkan 
pada keinginan Bupati. Maka, peranan Tim Baperjakat dalam memberikan 
pertimbangan dan masukan secara objektif kepada Bupati Luwu Utara 
perihal pemutasian sangat menentukan dalam mewujudkan agenda 
Reformasi Birokrasi khususnya di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu 
Utara. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis perlu melakukan 
penelitian sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul 




1.2. Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
bahasan dalam proposal ini adalah pelaksanaan mutasi jabatan di 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Dalam membahas dan mengkaji lebih 
lanjut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara sudah sesuai dengan kompetensi PNS menurut bidangnya 
masing-masing? 
2. Bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan administratif dalam 
pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan mutasi jabatan sudah sesuai 
dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing. 
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan 
administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah 






1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan. 
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah 




















Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat 
penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan 
sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan 
deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam 
suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu 
masalah pun dapat diketahui. 
Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok 
permasalahan sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah 
dilakukan. Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (dalam 
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm), 
menganalisis merupakan : 
“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelahaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 
keseluruhan”1 
 
Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian 
analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan 
berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan 
                                                          
1 Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty dalam http://www.bimbingan.org/teori-analisis-
menurut-para-ahli.htm, page. 1 
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kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat 
diketahui dengan tepat. 
Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data 
memerlukan cara berfikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses 
tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat 
hubungannya. 
Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data 
dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. 
Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap 
pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah 
penelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan jawaban 
dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Proses penyusunan 
data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman 
dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi 
pemilihan alat analisis data. 
Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk 
menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian 
kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan langkah 
yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data. 
Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang 
berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan 
lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi 
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data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya 
membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, 
menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan 
pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara 
koding. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. 
Langkah terakhir, penafsiran data yang telah untuk diuji (verifikasi) untuk 
dijadikan teori substansif dengan menggunakan beberapa metode 
tertentu. 
 
2.1.1. Fungsi Analisis 
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, 
sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah 
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai. 
b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci 
mengenai objek permasalahan. Hal ini tentu mendukung proses 
penemuan solusi dari permasalahan yang dianalisis. 
c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi 
yang akan dilakukan. 
Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media 
menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah 
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yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam 
tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil 
analisis akan sangat memengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah 
tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai tahapan 
dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara 
sistematis, teliti, dan objektif.2 
 
2.2. Mutasi Jabatan 
Pengertian mutasi dalam kamus saku Bahasa Indonesia yakni: 
pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam 
bentuk; kualitas atau sifat lain.3 Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan 
meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. 
Perubahan posisi jabatan/tempat/pekerjaan disini masih dalam level yang 
sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung 
jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi 
jabatan hanyalah bidang tugasnya. Menurut Hasibuan (2005 : 102) mutasi 
adalah :  
“suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan 
baik secara horizontal maupun vertical (promosi/demosi) di dalam 
suatu organisasi”4 
                                                          
2 Op,cit, page. 1 
3 ibid, hal.358 
4 Hasibuan, Malayu, S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi 




Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dicermati  bahwa  
pada  prinsipnya  mutasi  adalah  memutasikan  karyawan kepada   posisi   
yang   tepat   dan   pekerjaan   yang   sesuai. Istilah-istilah yang sama 
pengertiannya dengan mutasi adalah pemindahan, transfers, dan job 
rotation karyawan. 
Mutasi sebagai suatu kebijakan,   menurut   Hasibuan (2000:102) 
mengandung 3 (tiga) dasar/landasan pelaksanaan, yaitu: 
1. Merit system adalah mutasi karyawan didasarkan atas landasan yang 
bersifat ilmiah, obyektif dan hasil prestasi kerja. Merit system atau 
carreer system ini merupakan dasar mutasi yang baik, karena:  
a. Output dan produktivitas kerja meningkat;  
b. Semangat kerja meningkat;  
c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun;  
d. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik; dan  
e. Jumlah kecelakaan akan menurun. 
2. Seniority system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa 
kerja, usia dan pengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan. 
Sistem mutasi ini tidak obyektif, karena kecakapan orang yang 




3. Spoil  system  adalah  mutasi  yang  didasarkan  atas  landasan  
kekeluargaan.  Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena 
didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka (like or dislike).5 
 
2.2.1. Ruang lingkup mutasi 
Ruang lingkup mutasi mencakup semua perubahan 
posisi/pekerjaan/tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal 
(promosi atau demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer 
ataupun production transfer di dalam suatu organisasi. Mutasi ini 
merupakan penempatan kembali (replacement) karyawan ke posisi 
tempat yang baru sehingga kemampuan dan kecakapan kerjanya 
semakin baik, mutasi ini mencakup : 
1. Mutasi horizontal (job rotation/transfer) artinya perubahan tempat atau 
jabatan karyawan tetapi masih pada ranking yang sama di dalam 
organisasi itu. Adapun mutasi horizontal mencakup : 
a. mutasi tempat (tour of area) adalah perubahan tempat 
kerja, tetapi tanpa perubahan jabatan/ posisi/ 
golongannya. Sebabnya adalah karena rasa bosan atau 
tidak cocok pada suatu tempat baik karena kesehatan 
maupun pergaulan yang kurang baik. 
                                                          
5 Op,cit, hal. 102 
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b. mutasi jabatan (tour of duty) adalah perubahan jabatan 
atau penempatan pada posisi semula. 
2. Mutasi cara vertikal adalah perubahan posisi/jabatan/ pekerjaan, 
promosi atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga 
berubah. Promosi memperbesar authority dan responsibility, sedang 
demosi mengurangi authority dan responsibility seorang karyawan. 
Jadi promosi berarti menaikkan pangkat/jabatan, sedang demosi 
adalah penurunan pangkat/jabatan seseorang.6 
 
2.2.2. Tujuan pelaksanaan mutasi 
Didasarkan atas dasar pelaksanaan mutasi sebagaimana 
dikemukakan Hasibuan dengan tujuan berikut:  
1. Mutasi  adalah  memindahkan  karyawan  dari  satu  
pekerjaan  lain  yang  dianggap setingkat atau sejajar. 
2. Untuk  pelaksanaan  harus  didasarkan  atas  
pertimbangan  matang,  sebab  bila  tidak demikian,   
mutasi yang   dilakukan   itu   bukannya   merupakan   
tindakan yang menguntungkan, tetapi justru merugikan 
perusahaan organisasi kerja. 
3. Pada prinsipnya mutasi dilaksanakan agar kita dapat 
melaksanakan prinsip “orang tepat pada tempat yang 
                                                          
6 Ibid, hal. 104 
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tepat"  karena pada saat penempatan pertama hal ini 
sulit dilaksanakan.7 
Selanjutnya Eko Prasojo (2009 : 90) menjelaskan bahwa dengan 
membangun system merit dalam birokrasi publik berarti menjadikan 
kompetensi dan kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur negara. 
Ukuran ini harus dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan 
rekrutmen, remunerasi, hingga mutasi maupun promosi jabatan. bukan 
sebaliknya berdasarkan pada hubungan-hubungan kekeluargaan, 
pertemanan, dan afiliasi politik. Kepegawaian negara hanya akan 
berfungsi secara profesional dan independen jika kompetensi dan kinerja 
menjadi dasar dalam semua pengukuran. Ini berarti pemerintah harus 
melakukan perombakan secara fundamental terhadap sistem 
kepegawaian negara.8 
Sedangkan tujuan khusus mutasi jabatan menurut Bambang 
Wahyudi (2002 : 167) yaitu : 
1. Menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan 
jabatan yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat 
menjamin terjadinya kondisi ketenagakerjaan yang stabil. 
Stabilitas ketenagakerjaan akan terwujud apabila 
                                                          
7 Op,cit, hal. 104 
8 Prasojo, Eko. Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi). Jakarta :Salemba 
Humanika. 2009. Hal. 90 
 14 
 
penempatan tenaga kerja dalam suatu organisasi dapat 
dilakukan secara tepat. 
2. Menempatkan dan menambah wawasan, memperluas 
wawasan dan pengetahuan merupakan kebutuhan yang 
perlu mendapat perhatian dalam suatu organisasi. 
Dengan demikian tenaga kerja yang ada, wawasan dan 
pengetahuannya tidak terbatas atau terpaku hanya pada 
suatu bidang tertentu. 
3. Menghilangkan kejenuhan terhadap suatu jabatan, 
apabila seorang tenaga kerja terus-menerus dari tahun 
ke tahun memegang jabatan yang sama, maka akan 
menimbulkan tenaga kerja yang bersangkutan terjebak 
pada rutinitas kerja dan menurunkan gairah serta 
semangat kerjanya. Untuk itu perlu terus diupayakan 
adanya penyegaran-penyegaran.9 
 
2.2.3. Syarat-syarat mutasi 
Adapun syarat-syarat agar pelaksanaan mutasi jabatan dapat 
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan 
                                                          





permasalahan baru bagi organisasi. persyaratan-persyaratan tersebut 
menurut Bambang Wahyudi (1996 : 181), yaitu : 
1. Setiap mutasi yang dilakukan hendaknya jangan sampai 
dirasakan sebagai suatu hukuman bagi tenaga kerja yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, hendaknya organisasi 
melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kerja 
yang bersangkutan sebelum mutasi dilaksanakan. Hal 
tersebut penting untuk meyakinkan bahwa pemindahan 
merupakan sesuatu yang bersifat rutin, wajar atau biasa 
dalam kehidupan suatu organisasi, serta ditujukan 
semata-mata demi kepentingan organisasi. mengurangi 
kejenuhan/kebosanan dari seorang tenaga kerja. 
2. Hendaknya mutasi dilakukan untuk memperkuat 
kerjasama kelompok. Untuk itu, suatu organisasi harus 
sungguh-sungguh mempertimbangkan dan melakukan 
seleksi dengan ketat setiap tenaga kerja yang 
dipindahkan apabila setelah pelaksanaan mutasi personal 
ternyata justru menimbulkan konflik, maka jelas mutasi 
tersebut mengalami kegagalan. 
3. Mengurangi kejenuhan/kebosanan dari seorang tenaga 
kerja. Seorang tenaga kerja yang secara terus menerus 
barada dalam satu jabatan dapat menimbulkan kejenuhan 
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atau kebosanan terhadap tugas jabatannya. Adanya 
mutasi diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari 
suasana tersebut.10 
Didalam kenyataan sebenarnya, kebijaksanaan mutasi jabatan 
seringkali menghadapi beberapa masalah yang dapat merupakan 
hambatan apabila ia tidak mampu untuk dipecahkan terlebih dahulu. 
 
2.2.4. Permasalahan dalam mutasi jabatan 
Beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam mutasi 
jabatan menurut Bambang Wahyudi (2002 : 182) yaitu : 
1. Formasi kepegawaian dalam organisasi. Suatu 
kebijaksanaan mutasi jabatan seringkali tidak dapat 
dilaksanakan karena tidak tersedianya formasi pegawai. 
Misalnya, karena seluruh formasi kepegawaian yang ada 
telah terisi penuh. 
2. Adanya anggapan atau pandangan yang bersifat 
etis/moral terhadap suatu mutasi jabatan yang seringkali 
merugikan, khususnya bagi tenaga kerja yang 
bersangkutan. Misalnya, pandangan bahwa tanaga kerja 
                                                          




yang dipindahkan berarti dihukum, tidak berpakai lagi, 
atau merugikan orang lain. 
3. Kesulitan dalam menentukan standar untuk mutasi 
jabatan. seringkali pelaksana kebijaksaan mutasi jabatan 
mengalami kesulitan dalam menentukan secara objektif 
dasar penilaian yang akan menjadi dasar mutasi 
seseorang.11 
 
2.3. Promosi dan Demosi 
2.3.1. Promosi 
Berdasarkan kamus saku Bahasa Indonesia yang disusun oleh 
Mangunsuwito (2011) memberikan pengertian Promosi sebagai berikut : 
kenaikan pangkat, kenaikan jabatan; hal memperoleh gelar (doktor).12 
Adapun pengertian promosi menurut Edwin B. Flipo dalam Hasibuan 
(2007 :108) bahwa : 
“A promotion involves a change from one job to another job that is 
better in terms status and responsibility. Ordinary the change to 
the higher job is accompanied by increased pay and privileges, 
but not always” (Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan 
ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab lebih 
tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai 
                                                          
11 Ibid, hal. 182 
 
12 Ibid. hal. 385 
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dengan peningkatan gaji/upah lainnya, walaupun tidak selalu 
demikian).13  
 
Beberapa tujuan promosi yang diungkapkan Hasibuan (2007:113) 
adalah sebagai berikut :  
a. Untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang 
semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi.  
b. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status 
sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin 
besar.  
c. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah kerja, 
berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya.  
d. Untuk menjamin stabilitas kekaryawanan dengan direalisasinya 
promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang 
tepat serta penilaian yang jujur.   
e. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai 
dalam perusahaan karena timbulnya lowongan berantai.  
f. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik 
demi keuntungan optimal perusahaan.  
                                                          
13 Menurut Edwin B. Flipo dalam Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 2007. Hal. 108 
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g. Untuk menambah/memperluas pengetauan serta pengalaman 
kerja para karyawan dan ini merupakan daya dorong bagi 
karyawan lainnya.  
h. Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti.  
i. Karyawan yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat, 
semangat, kesenangan, dan ketenangannya dalam bekerja 
semakin meningkat sehingga produktifitas meningkat. 
j. Untuk mempermudah penarikan pelamar sebab dengan adanya 
kesempatan promosi merupakan daya pendorong serta 
perangsang bagi pelamar-pelamar untuk memasukkan 
lamarannya. 
k. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan 
sementara menjadi karyawan tetap setelah lulus dalam masa 
percobaannya.14   
 
2.3.2. Syarat-syarat Promosi 
Dalam mempromosikan karyawan, harus sudah dipunyai syarat-
syarat tertentu yang telah direncanakan dan dituangkan dalam program 
promosi perusahaan. Syarat-syarat promosi harus diinformasikan kepada 
semua karyawan, agar mereka mengetahuinya secara jelas. Hal ini 
                                                          
14  Ibid. Hal. 113 
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penting untuk memotivasi karyawan berusaha mencapai syarat-syarat 
promosi tersebut. 
Adapun syarat-syarat promosi menurut Hasibuan (2007:111) 
yaitu : 
a. Kejujuran, karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, 
bawahannya, perjanjian-perjanjian dalam menjalankan atau 
mengelola jabatan tersebut, harus sesuai kata dengan 
perbuatannya. 
b. Disiplin, karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya, 
serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis 
maupun kebiasaan. Disiplin karyawan sangat penting karena 
hanya dengan kedisiplinan memungkinkan perusahaan dapat 
mencapai hasil yang optimal. 
c. Prestasi kerja, karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang 
dapat dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas dan 
bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa 
karyawan dapat memanfaatkan waktu dan mempergunakan 
alat-alat dengan  baik. 
d. Kerja sama, karyawan dapat bekerja secara harmonis dengan 
sesama karyawan baik secara horizontal maupun vertikal dalam 
mencapai sasaran perusahaan. Dengan demikian, akan tercipta 
suasana hubungan kerja yang baik di antara semua karyawan. 
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e. Kecakapan, karyawan itu cakap, kreatif, dan inovatif dalam 
menyelesaikan tugas-tugas pada jabatan tersebut dengan baik. 
Dia bisa bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik, tanpa mendapat bimbingan yang 
terus-menerus dari atasannya. 
f. Loyalitas, karyawan harus loyal dalam membela perusahaan 
atau korps dari tindakan yang merugikan perusahaan atu 
korpsnya. Ini menunjukkan bahwa dia ikut berpartisipasi aktif 
terhadap perusahaan atau korpsnya. 
g. Kepemimpinan, dia harus membina dan memotivasi 
bawahannya untuk bekerja sama dan bekerja secara efektif 
dalam mencapai sasaran perusahaan. Dia harus menjadi 
panutan dan memperoleh personality authority yang tinggi dari 
para bawahannya. 
h. Komunikatif, karyawan itu dapat berkomunikasi secara efektif 
dan mampu menerima atau mempersepsi informasi dari atasan 
maupun dari bawahannya dengan baik, sehingga tidak terjadi 
miskomunikasi. 
i. Pendidikan, karyawan harus telah memiliki ijazah dari 
pendidikan formal sesuai dengan spesifikasi jabatan.15 
                                                          
15 Ibid. hal. 111 
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2.3.3. Asas-asas Promosi 
Asas promosi harus dituangkan dalam program promosi secara 
jelas sehingga karyawan mengetahui dan perusahaan mempunyai 
pegangan untuk mempromosikan karyawan. Adapun asas-asas promosi 
menurut Hasibuan (2007 : 108) yaitu : 
a. Kepercayaan, promosi hendaknya berasaskan pada 
kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, 
dan kecakapan karyawan bersangkutan dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya dengan baik pada jabatan tersebut. Karyawan 
baru akan dipromosikan, jika karyawan itu menunjukkan 
kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam memangku 
jabatan. 
b. Keadilan, promosi berasaskan keadilan, terhadap penilaian 
kejujuran, kemampuan, dan kecakapan semua karyawan. 
Penilaian harus jujur dan objektif tidak pilih kasih atau like and 
dislike. Karyawan yang mempunyai peringkat (ranking) terbaik 
hendaknya mendapat kesempatan pertama untuk dipromosikan 
tanpa melihat suku, golongan, dan keturunannya. Promosi yang 
berasaskan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi karyawan 
untuk meningkatkan prestasinya. 
c. Formasi, promosi harus berasaskan kepada formasi yang ada, 
karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada 
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formasi jabatan yang lowong. Untuk itu harus ada uraian 
pekerjaan/jabatan (job description) yang akan dilaksanakan 
karyawan. Jadi, promosi hendaknya disesuaikan dengan 
formasi jabatan yang ada di dalam perusahaan.16 
 
2.3.4. Demosi 
Demosi merupakan penurunan jabatan yang terjadi dalam suatu 
perusahaan terutama karena pengaruh negatifnya terhadap moral 
karyawan yang bersangkutan dan dapat mempengaruhi prestasi dan 
moral karyawan lainnya di perusahaan tersebut. Penurunan jabatan 
kewenangan, fasilitas, status dan bahkan gaji merupakan suatu hukuman 
bagi karyawan tersebut agar dapat belajar memperbaiki kualitas diri dan 
kinerjanya sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik selama masa 
penjatuhan sanksi demosi tersebut. 
Pengertian demosi menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan 
(2007 : 115) yaitu : 
“A demotion is a movement within an organization from one 
position to another that involves either a decrease in pay or a 
decrease in status” (Demosi adalah suatu perpindahan dalam 
suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang 
melibatkan penurunan gaji/bayaran maupun status).17 
 
                                                          
16 Op.cit. hal. 108 
17 Ibid. hal. 115 
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Tujuan dilakukannya demosi terhadap karyawan yang 
bersangkutan adalah untuk pembinaan dan pembelajaran bagi karyawan 
tersebut. Apabila manajemen mengaggap masih adanya harapan bagi 
karyawan tersebut untuk memperbaiki diri maka tindakan demosi 
diberikan sebagai sanksi yang mendidik karyawan tersebut ke arah yang 
lebih baik.  Disamping tujuan pembelajaran, penjatuhan sanksi demosi 
juga dimaksudkan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih 
besar karena telah salah menempatkan karyawan di posisinya (wrong 
man on the wrong place). 
 
2.3.5. Analisis Jabatan 
Fungsi atau kegiatan pertama dalam manajemen kepegawaian 
adalah menempatkan orang-orang untuk mengisi organisasi. Maka, 
metode yang bisa digunakan untuk menentukan jenis atau kualitas tenaga 
kerja yang diperlukan adalah analisis jabatan (job analysis) mulai dari 
uraian jabatan (job description), persyaratan jabatan (job specification), 
penilaian atau evaluasi jabatan (job evaluation), klasifikasi atau 
penggolongan jabatan (job classification), hingga penentuan tingkat 
jabatan (job grading). Analisis jabatan selain mempelajari jabatan juga 
mempelajari orangnya yang diperlukan untuk melaksanakan jabatan itu 
dengan baik. Analisis jabatan selanjutnya tidak hanya untuk menetukan 
kualitas pegawai yang diperlukan, tetapi juga digunakan untuk menilai 
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jabatan, untuk seleksi pegawai, pendidikan dan pelatihan, promosi, 
pemindahan, dan masih banyak lagi dalam manajemen kepegawaian. 
 
2.4. Kerangka konsep 
Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, 
nyaman, dan murah. Buruknya birokrasi pemerintahan harus segera 
diperbaiki dengan langkah-langkah reformasi. Pemutasian PNS 
merupakan salah satu strategi dalam mereformasi birokrasi. Kedudukan 
dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan karena 
pegawai negeri adalah unsur aparatur negera untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan 
nasional. 
Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang  
Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan landasan bagi pemerintah secara 
nasional dalam hal pengaturan PNS. Demikian juga tentang pengaturan 
mutasi PNS. 
Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari pemerintah pusat 
menjabarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 kedalam Peraturan Bupati Luwu 
Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan 
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tugas dan fungsi dalam pelaksanaan mutasi yaitu membantu kepala 
daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  Pegawai 
Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural/fungsional. 
Pelaksanaan mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak 
dilakukan secara serta merta tetapi penilaiannya harus sesuai dengan 
pertimbangan objektif Baperjakat sesuai dengan tupoksinya agar 
menghasilkan aparatur yang profesional dalam bidangnya. Disini bisa 
terlihat bahwa Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperjakat sangat 
menentukan dalam pemutasian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
agenda reformasi birokrasi sehingga hasil penilaian Baperjakat tersebut 
mampu membantu Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati untuk 
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di 
Kabupaten Luwu Utara. 
Namun dalam pemutasian pegawai, pelaksanaannya akan tetap 
berujung pada landasan apakah sesuai dengan kompetensi (merit 
system), atau dengan landasan masa kerja (seniority system), atau justru 
dengan landasan ‘like or dislike’ (spoil system). Untuk memudahkan 
memahami penjelasan penulis maka dibawah ini di gambarkan Bagan 





























Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang  Pokok-
Pokok Kepegawaian. 
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002 perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural 










Hasil Mutasi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) : 
1. Merit system 
2. Seniority system 
3. Spoil system 
Pertimbangan-pertimbangan 
Baperjakat dalam pemutasian 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
sesuai dengan Tugas pokok dan 
fungsi Baperjakat yaitu 
membantu kepala daerah dalam 
pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian PNS dari dan 
dalam jabatan 
struktural/fungsional   
 
Penilaian & Keputusan PPK 






3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan 
di fokuskan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 
Luwu Utara. 
3.2. Tipe dan dasar Penelitian 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. 
Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai 
pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
Penelitian tipe deskriptif (descriptive research) bertujuan membuat 
pencandraan/ lukisan/ deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu 
populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti.18 
Penelitian deskriptif juga bertujuan melukiskan secara tepat sifat-
sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan sebagainya yang merupakan 
obyek penelitian. Dengan lain perkataan, penelitian ini ditujukan untuk 
memecahkan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas kepada 
pengumpulan data saja melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi 
dari data itu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menuturkan, 
menganalisis, mengklarifikasi, memperbandingkan dan sebagainya 
                                                          
18 Subiyantoro, Arief dan Suwarto, FX. Metode dan teknik penelitian sosial. Yogyakarta: C.V 
Andi Offset. 2007. Hal. 28 
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sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang 
bersifat deduktif yang disebut hipotesis. Sebagai suatu tahap, penelitian 
deskriptif sering disejajarkan dengan penelitian pengembangan, dan 
merupakan persiapan bagi penelitian selanjutnya.19 
Dasar penelitian dengan menggunakan metode studi kasus (case 
study) yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara 
mendalam tentang pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah kabupaten 
Luwu Utara. Studi kasus (case study) bertujuan mempelajari secara 
mendalam keadaan kehidupan saat ini yang berlatar belakang interaksi 
dengan lingkungan suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, 
komunitas, ataupun masyarakat. Variabel kehidupan sosial secara 
lengkap menurut sistemnya dipelajari secara mendalam hanya pada satu 
unit sosial.20 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya,  
data primer di peroleh melalui : 
a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan 
penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi 
                                                          
19 Ibid, hal. 76 
20 Op,cit, hal. 28 
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yang berkaitan dengan obyek penelitian secara 
langsung. 
b. Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) 
yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang 
telah ditentukan untuk menggali informasi yang lebih 
mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti.  
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun 
data skunder diperoleh melalui : 
a. Studi kepustakaan yaitu bersumber dari hasil bacaan 
literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik 
penelitian. Ditambah penulusuran data online, dengan 
pencarian data melalui fasilitas internet. 
b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar 
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang 
dilakukan.  
3.4. Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data 
dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, oleh karena itu 
informan merupakan nara sumber atau sumber data primer yang sangat 
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dibutuhkan dalam penelitian deskriptrif. Adapun yang menjadi informan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bupati Luwu Utara    
2. Sekretaris Daerah Luwu Utara 
3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKDD  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
5. Asisten Administrasi Umum 
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
7. Inspektur  
8. Pejabat yang dimutasi sebanyak 5 orang 
3.5. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan 
teknik analisa kualitatif. Menurut Spradley dalam Imam Gunawan (2013 : 
210) mengatakan : 
“Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu 
untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan 
hubungannya terhadap keseluruhannya”21 
 
Menurut Mantja dalam Imam Gunawan (2013 : 210) bahwa 
semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui 
                                                          
21 Menurut Spradley dalam Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik. 
Jakarta: Bumi Aksara. 2013. Hal. 210 
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catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola 
budaya yang dikaji oleh peneliti.22  
Sementara itu, Bogdan & Biklen dalam Imam Gunawan (2013: 
210) menyatakan bahwa analisis data adalah : 
“Proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil 
wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang 
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua 
hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang 
ditemukan”23 
 
3.6. Defenisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini antara lain :  
1. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses 
menguraikan sebuah pokok masalah terkait pelaksanaan mutasi 
jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, baik promosi maupun 
demosi pegawai, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme melalui 
pertimbangan-pertimbangan dari Baperjakat. 
 
                                                          
22 Op,cit, hal. 210 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Profil Daerah Penelitian 
4.1.1. Visi Dan Misi Kabupaten Luwu Utara 
Paradigma baru pembangunan memandang pertumbuhan 
ekonomi bukan merupakan satu- satunya tujuan, akan tetapi lebih 
merupakan proses untuk mencapai tujuan pembangunan daerah itu 
sendiri secara maksimal dengan memperhatikan potensi daerah secara 
obyektif serta visi kabupaten. Visi yang dicita-citakan kedepan akan 
bertumpu pada upaya meletakkan landasan pembangunan, yaitu : 
Visi : Kabupaten Inovasi dalam Pembangunan Manusia yang 
Religius, Mandiri, Produktif dan Bertumpu pada Sektor 
Pertanian 
Misi : 
a) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 
b) Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, 
berdaya saing, sehat, bermutu, dan inovatif 
c) Membangun infrastruktur yang memadai, merata dan 
terpadu 
d) Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan 




e) Mengelolah sumber daya alam dan lingkungan yang 
produktif dan berkelanjutan 
4.1.2. Wilayah Administratif Kabupaten Luwu Utara 
Kabupaten Luwu Utara saat ini terdiri dari 12 kecamatan dimana 
kecamatan baru yaitu Kecamatan Tana lili, serta 164 desa yang 
semuanya merupakan desa definitif. Dari 169 desa tersebut 7 desa sudah 
termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk 
wilayah kelurahan. Ketujuh kelurahan tersebut adalah Kelurahan 
Kappuna, Kelurahan Bone, Kelurahan Kasimbong, Kelurahan Baliase, 
Kelurahan Marobo, Kelurahan Salassa, dan Kelurahan Bone-Bone. 
Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan dengan jumlah desa 
terbanyak, yaitu 26 desa. Sedangkan Kecamatan Rampi adalah paling 
sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 desa. Diantara 12 kecamatan, 
Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 
2.109,19 km2 atau 28,11 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, 
sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibukota 
Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 198 Km. Urutan kedua adalah 
Kecamatan Rampi (21 %) dan yang paling sempit wilayahnya adalah 






4.1.3. Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara 
Jumlah SKPD di Kabupaten Luwu Utara adalah 25 yang mana 
terdiri dari 13 dinas, 7 badan dan 5 kantor selain itu terdapat inspektorat 
dan sekda yang terdiri dari 7 kepala bagian. 
Menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu 
Utara (BKD), hingga akhir Tahun 2011 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
yang ada pada lingkungan Pemkab Luwu Utara sebanyak 5789  orang, 
dengan rincian 2.765 orang laki-laki dan 3.024 orang perempuan. 29 
orang berlatar belakang pendidikan SD, 72 orang berpendidikan SLTP, 
1.492 orang berpendidikan SLTA, 1.466 berpendidikan diploma, 2.637 
berpendidikan S1 dan sisanya 93 orang yang berpendidikan S2. 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Luwu Utara terdiri dari 34 orang. Pada Tahun 2010 DPRD Kabupaten 
Luwu Utara telah mengeluarkan 9 Peraturan Daerah (Perda) dan 24 











Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Menurut  




Laki-Laki Perempuan Jumlah 
SD 28 1 29 
SLTP 62 10 72 
SLTA 853 639 1492 
DIPLOMA 434 1032 1466 
S1 1314 1323 2637 
S2 74 19 93 
Jumlah 2765 3024 5789 
Sumber: BKDD Luwu Utara 
 
 
4.2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten 
Luwu Utara 
1. Kepala Badan 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah, 





Struktur Organisasi dari BKDD Kabupaten Luwu Utara adalah 
sebagai berikut:  
 
Sumber: Data Sekunder 2014 
Fungsi dari Kepala Badan BKDD adalah sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang kepegawaian dan diklat daerah 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat 
daerah serta kesekretariatan Badan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 




Tugas dari seorang Kepala Badan BKDD adalah sebagai berikut : 
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan 
mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang 
kepegawaian dan diklat daerah 
b. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah  
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
kepegawaian dan diklat daerah 
d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan analisis kebutuhan 
pegawai, rekruitmen, pengadaan dan penempatan pegawai 
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan, 
peningkatan kesejahteraan, mutasi dan pensiun pegawai 
f. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala 
Bidang dalam melaksanakan tugasnya 
g. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas 
sumber daya pegawai dalam lingkup Badan 
h. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan 
i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan 
perlengkapan dan peralatan Badan 
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait 
k. Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan karier 
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l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
m. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekda.  
 
2. Sekretariat 
Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan penyelengaraan dan koordinasi 
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan diklat daerah serta 
memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur 
dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Sekretariat terdiri 
atas : 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
c. Subbagian Keuangan 
Tugas dari Kepala Sekretariat BKDD adalah sebagai berikut : 
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan 
mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, 
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 




c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan 
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum 
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian 
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan 
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan 
h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
adminstrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan 
i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program 
kegiatan dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah  
j. Menilai prestasi kerja para kepala Subbagian dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier 
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas  yang diberikan oleh pimpinan 
l. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.  
 
3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai 
Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 
Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, 
memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
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membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan 
di bidang mutasi kepegawaian. Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai 
terdiri atas : 
a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai 
b. Sub Bidang Mutasi Pegawai   
Tugas dari Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian adalah : 
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang mutasi 
kepegawaian 
b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di 
bidang mutasi kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas 
c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang mutasi kepegawaian 
d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang mutasi 
kepegawaian 
e. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang mutasi 
kepegawaian 
f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan 
tugas di bidang mutasi kepegawaian 
g. Menilai prestasi kerja para Kepala Bidang dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan karier 
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h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh pimpinan 
i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.  
 
4. Bidang Diklat Aparatur 
Bidang Diklat Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan 
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang 
diklat aparatur. Bidang Diklat Aparatur terdiri atas : 
a. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural 
b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 
Uraian tugas dari Kepala Bidang Diklat Aparatur adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang diklat aparatur 
b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di 
bidang diklat aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang diklat aparatur 




e. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi  terhadap 
penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang diklat dan aparatur 
f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan 
tugas di bidang diklat aparatur 
g. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier 
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh pimpinan 
i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.   
 
5. Bidang Data dan Sistem Informasi Pegawai 
Bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 
teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan 
kegiatan di Bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian. Bidang Data 
dan Sistem Informasi Pegawai terdiri atas : 
a. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian 
b. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 




a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Data dan 
Sistem Informasi Kepegawaian 
b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di 
bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas 
c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian 
d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang Data 
dan Sistem Informasi Kepegawaian  
e. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Data dan Sistem 
Informasi Kepegawaian 
f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan 
tugas di bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian 
g. Menilai prestasi kerja para Kepala Bidang dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan karier 
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh pimpinan 
i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 





6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 
teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan 
kegiatan di Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. Bidang 
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas : 
a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai 
b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai 
Uraian tugas dari Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 
adalah : 
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan 
Kesejahteraan Pegawai 
b. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di 
bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas 
c. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 
d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang 
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 
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e. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pembinaan dan 
Kesejahteraan Pegawai 
f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan 
tugas di bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 
g. Menilai prestasi kerja para Kepala Bidang dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan karier 
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh pimpinan 
i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.  
7. Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas di bidang Kepegawaian dan Diklat sesuai bidang 
keahliannya. Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit organisasi dan 
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan 






Baperjakat   
STRUKTUR DAN ORGANISASI BAPERJAKAT LUWU UTARA 
1. PENGARAH  : -  BUPATI LUWU UTARA 
- WAKIL BUPATI LUWU UTARA 
2. KETUA/  : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA 
MERANGKAP ANGGOTA   
3. SEKRETARIS/ : KEPALA BIDANG MUTASI DAN PENGADAAN   
     PEGAWAI               
BUKAN ANGGOTA    
4. ANGGOTA :  1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 
     2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
            3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 
   4. INSPEKTUR 
5. STAF  
SEKRETARIAT :  1.  SEKRETARIS BKDD 
     2. PARA KEPALA BIDANG 
     3. PARA KEPALA SUB. BAGIAN/BIDANG BKDD 
Rincian Tugas dari Tim Baperjakat adalah sebagai berikut : 
1. Tugas Ketua : 
a) Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT 
b) Memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati mengenai 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari 
jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri 
Sipil, serta penunjukan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan 
pelatihan struktural 




Tugas Anggota : 
a) Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAAT 
b) Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran 
c) Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua 
 
2. Tugas Sekretaris : 
a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya 
b) Memimpin sekretariat 
c) Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan 
Struktural dan Kenaikan Pangkat tertentu, serta pertimbangan 
perpanjangan, Batas Usia Pensiun 
d) Menyiapkan bahan sidang 
e) Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar 
penjelasannya dalam sidang sesuai rapat BAPERJAKAT 
f) Menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang 
g) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua 
h) Membuat berita acara rapat   
 
3. Tugas Staf Sekretaris : 
a) Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan kegiatan administrasi persidangan 






4.3. Mekanisme Pelaksanaan  Mutasi Jabatan Di Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara 
Otonomi daerah merupakan kewenangan hakiki yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan 
penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan daerah, optimalisasi dan efisiensi dinas/badan/ 
bagian / kantor serta unit-unit terkait lainnya melalui peningkatan prestasi 
kerja pegawai atau karyawan. Agar orang-orang dalam organisasi 
tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan 
seorang pemimpin yang dapat memotivasi dan mengarahkan segala 
sumber daya yang ada kearah pencapaian tujuan, salah satunya dengan 
pelaksanaan mutasi hingga promosi jabatan. 
Sejak terbentuk pada tahun 1999, Kabupaten Luwu Utara sudah 
beberapa kali melaksanakan mutasi jabatan di lingkup pemerintahannya. 
Informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan mutasi 
jabatan diselenggarakan dengan batasan minimal 2 kali dalam setahun. 
Informasi ini peneliti dapatkan dari Kabid Data dan Informasi 
Kepegawaian BKDD Kabupaten Luwu Utara, Awaluddin A. Paso, 
mengatakan bahwa: 
“Mutasi pegawai dilaksanakan dengan batasan minimal 2 kali 




Dalam pelaksanaannya, banyak pegawai baik yang dirotasi, 
promosi, demosi, bahkan ada pula yang dinon-jobkan. Di bawah 
kepemimpinan Drs. Arifin Junaidi, M.Si, Luwu Utara pernah meraih 
prestasi sebagai salah satu daerah yang terbaik pelaksanaan 
pemerintahannya. Ini di capai tidak lepas dari semua stakeholder yang 
ada di Luwu Utara terutama Pegawai Negeri Sipil sebagai ujung tombak 
dari pelayanan masyarakat.  
Memasuki tahun 2014, Drs.H. Arifin Junaidi kembali merombak 
susunan kabinetnya dengan melaksanakan mutasi jabatan di lingkup 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada bulan Januari  dan bulan april. 
Pada bulan januari, pejabat yang dimutasi berjumlah 140 orang 
sedangkan mutasi pada bulan april berjumlah 87 orang. Pelaksanaan 
mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan roda organisasi 
melihat adanya jabatan yang lowong serta pejabat yang pensiun. 
Informasi ini peneliti kutip dari sambutan Bupati Luwu Utara dalam acara 
pelantikan pejabat yang di mutasi pada tanggal 13 Januari 2014 di Aula 
Kantor Bupati Luwu Utara, beliau mengungkapkan bahwa :  
“Mutasi adalah hal yang biasa. Saat ini ada pejabat pensiun, 
untuk itu kita isi pejabat baru, agar pemerintahan tidak stagnan. 
Selain itu, mutasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran 
organisasi, dan untuk peningkatan karier atau promosi bagi PNS, 




Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dishub-Kominfo 
yang juga merupakan mantan Kepala BKDD, Jumail Mappile, mengatakan 
bahwa: 
“Mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, penyegaran 
serta karir pegawai” (wawancara 15 April 2014) 
 
Jumlah pegawai yang dimutasi tiap masing-masing eselon akan 
diuraikan pada tabel berikut: 
Tabel. 2. Jumlah Pegawai yang Dimutasi pada Bulan Januari 2014 di 





  II A II B III A III B IV A IV B V A  
1 Laki-Laki  11 14 17 41 7 3 93 
2 Perempuan  1 2 4 27 4 9 47 
 Jumlah  12 16 21 68 11 12 140 






Tabel. 3. Jumlah Pegawai yang Dimutasi pada Bulan April 2014 di 





  II A II B III A III B IV A IV B  
1 Laki-Laki  1 4 14 32 7 58 
2 Perempuan  3 2 5 14 5 29 
 Jumlah  4 6 19 46 12 87 
Sumber : Data Sekunder , Mutasi April 2014 
Mutasi Jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
dilaksanakan dengan tahapan dan prosedur sesuai aturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala 
Dishubkominfo yang juga merupakan mantan kepala BKDD, Jumail 
Mappile, beliau mengatakan bahwa: 
“Mekanisme pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara telah mengikuti aturan yang ditetapkan 
dan sesuai petunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan 
karena setiap PNS yang di mutasi telah memenuhi ketentuan baik 
dari segi kepangkatan maupun kompetensi yang dimiliki yang 
kemudian akan di bahas dalam rapat Tim Baperjakat”.  




Diagram berikut akan menggambarkan tahapan-tahapan 
prosedur terkait pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara. 
Gambar 3. Diagram prosedur mutasi jabatan di pemerintah 


















Pejabat yang membidangi 
kepegawaian, 
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a. Tahap Inventaris Dan Penginformasian Jabatan Lowong 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Luwu 
Utara menginventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai 
persyaratan jabatan melalui pejabat yang membidangi kepegawaian. Hal 
ini juga disampaikan oleh inspektur, mengatakan bahwa: 
“Disini ada panitia penentu jabatan. panjab tersebut 
memperhatikan formasi jabatan yang lowong. Kalau ada formasi 
jabatan yang lowong maka itu akan di isi dengan pejabat-pejabat 
yang memenuhi syarat dengan memperhatikan unsur-unsur 
penilaian mulai dari pangkat dan golongan, pendidikan, serta 
usia” (wawancara 15 April 2014) 
 
Dalam tahap ini, lowongan formasi jabatan struktural yang ada 
diinformasikan kepada seluruh pimpinan SKPD, melalui surat edaran yang 
ditujukan kepada kepala SKPD. Berdasarkan lowongan formasi jabatan 
tersebut, kepala SKPD mengusulkan nama-nama calon pejabat untuk 
mengisi jabatan struktural sesuai dengan formasi yang tersedia di SKPD 
dan disampaikan kepada kepala daerah melalui BKDD selaku Sekretariat 
Baperjakat. Tahapan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara 
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Baperjakat pasal 10 ayat (3) yang 
berbunyi :  
“Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat 
struktural Eselon II atau Eselon III, secara hierarki mengajukan 
calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan 
kepada Pejabat yang berwenang, dengan tembusan disampaikan 




Seperti halnya informasi yang peneliti dapatkan dari hasil 
wawancara dengan Kepala Dishub-Kominfo yang juga merupakan mantan 
kepala BKDD kabupaten Luwu Utara, Jumail Mappile, mengatakan 
bahwa: 
“Kita memutasi sesuai dengan usulan dari masing-masing SKPD 
yang kemudian data tersebut di ajukan ke Bupati melalui BKDD 
namun keputusan mutasi tetap berada di tangan Bupati selaku 
Pembina kepegawaian dengan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan dari Tim Baperjakat” 
(wawancara 17 April 2014) 
 
Penyampaian usul diperlukan sebagai bahan masukan dan 
perbandingan antara hasil analisis kebutuhan dan penyediaan PNS yang 
telah dilakukan. Dengan adanya analisis jabatan, maka penempatan 
pegawai dalam pelaksanaan mutasi dapat didasarkan atas kualifikasi 
perseorangan yang dicantumkan dalam analisis jabatan tersebut. Analisis 
jabatan mempunyai tujuan membuat suatu perencanaan kebutuhan 
pegawai dengan menganalisis jabatan yaitu menentukan secara terperinci 
hal-hal yang tercakup dalam jabatan dan jenis orang yang perlu diangkat 
untuk melaksanakan jabatan itu, disesuaikan dengan formasi yang 
tersedia.  
 
b. Tahap Pengusulan Calon Pejabat 
BKDD Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Kabid Mutasi dan 
Pengadaan Pegawai selaku Sekretaris Baperjakat membuat daftar nama-
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nama pejabat yang akan dimutasi. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Data 
dan Informasi Kepegawaian yang juga merupakan mantan Kabid 
Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Awaluddin A. Paso, dalam wawancara 
kepada peneliti beliau mengatakan bahwa: 
“Kita disini hanya melihat jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk 
setiap jabatan, kita susun kebutuhan pegawai berdasarkan 
analisis jabatan dari Ortala. Kita hanya menginventarisir dan juga 
kita melaporkan jabatan yang lowong kepada tiap SKPD. 
Terkadang tiap SKPD juga melaporkan jabatan yang lowong dan 
juga petugas kita di SKPD tersebut melaporkan jabatan apa saja 
yang lowong. Setelah itu, pimpinan SKPD mengusulkan calon 
pejabat untuk ditempatkan pada jabatan yang lowong tersebut” 
(wawancara 22 April 2014)  
 
Pada tahap ini, BKDD mulai melakukan penyusunan bahan yang 
bersumber dari usulan SKPD dan database kepegawaian di BKDD 
tentang adanya jabatan yang lowong dan selanjutnya melakukan proses 
penyiapan data calon yang diusulkan sesuai dengan Peraturan Bupati 
Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Baperjakat pasal 10 ayat (4) 
yang berbunyi: 
 “Sekretaris Baperjakat menyiapkan data untuk diajukan dalam 
sidang Baperjakat dengan melampirkan: (a) Daftar Riwayat Hidup 
dan (b) Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) dalam 2 (dua) 
tahun terakhir” 
 
Penyusunan bahan ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan 
penyediaan PNS dan usulan dari pimpinan unit kerja. Penilaian yang 
dilakukan oleh Baperjakat dalam mencari calon pejabat yang dianggap 
layak dalam menjabat suatu jabatan, yaitu dengan melihat perkembangan 
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PNS tersebut terutama melalui DP3 selama 2 tahun terakhir. selanjutnya 
mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 tahun 2011 
tentang Baperjakat pasal 10 ayat (5) yang berbunyi: 
“Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka 
Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang 
memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam 
sidang Baperjakat paling rendah 3 (tiga) orang calon yang akan 
menduduki suatu jabatan” 
 
Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari pemerintah pusat 
menjabarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 kedalam Peraturan Bupati Luwu 
Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan 
tugas dan fungsi dalam pelaksanaan mutasi yaitu membantu kepala 
daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  Pegawai 
Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural/fungsional.  
 
c. Tahap Seleksi Dalam Sidang Baperjakat 
Tahapan selanjutnya yaitu mengadakan seleksi yang dilakukan 
oleh Tim Baperjakat. Dalam wawancara peneliti kepada Kabid Pengadaan 
dan Mutasi Pegawai, Musbar, juga menegaskan bahwa: 
“Pejabat yang akan mengisi jabatan yang lowong dinilai 
berdasarkan kompetensi dan jenjang pendidikan struktural serta 
diseleksi melalui siding Baperjakat yang kemudian disampaikan 




Seleksi yang dilakukan oleh Tim Baperjakat ini untuk menentukan 
kualifikasi pegawai yang besangkutan. Hasil dari seleksi yang dilakukan 
oleh Tim Baperjakat ini memegang kunci pokok, karena apabila seleksi 
dilakukan dengan kurang tepat maka akan berpengaruh terhadap 
penempatan pegawai yang bersangkutan dan sebaliknya apabila seleksi 
dilakukan dengan baik, maka akan dapat dihasilkan “the right man on the 
right place”.  
Hasil dari seleksi yang dilakukan oleh Baperjakat kemudian 
disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pertimbangan-
pertimbangan karena semua keputusan akhir terkait mutasi pegawai 
berada ditangan kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 
Hal ini juga ditegaskan oleh Kadishub-Kominfo yang juga merupakan 
mantan Kepala BKDD, Jumail Mappile, dalam wawancara kepada peneliti 
beliau mengatakan bahwa: 
“Kita kalau memutasi karena ada usulan dari masing-masing 
SKPD. Dia dorong ke BKDD. Kepala SKPD menilai bawahannya 
tapi keputusan juga ada di Baperjakat tapi dominannya di Bupati” 
(wawancara 17 April 2014) 
 
Dalam proses pembahasan pada sidang Baperjakat, para 
anggota Baperjakat cenderung terikat pada hubungan atasan dan 
bawahan. Mereka pada umumnya relatif kesulitan untuk menolak 




4. Tahap Pelantikan 
Setelah surat keputusan dari Bupati keluar, maka tahap 
selanjutnya adalah pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan 
pejabat struktural yang telah ditetapkan pengangkatannya dengan 
keputusan kepala daerah. Wursanto (1989 : 150) menjelaskan bahwa  
sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan 
dengan sebaik-baiknya, setelah diangkat PNS wajib mengangkat 
Sumpah/Janji PNS di hadapan atasan berwenang menurut agama atau 
kepercayaan masing-masing.24 
Bagi masyarakat, mutasi ini diharapkan akan berdampak pada 
optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara serta 
pelayanan publik. Mutasi melalui analisis jabatan yang kemudian 
menempatkan pegawai/pejabat yang tepat dan memiliki profesionalisme 
pada bidangnya tentu akan menciptakan pelayanan prima. Seperti dalam 
wawancara peneliti dengan Kadishub-Kominfo, Jumail Mappile, 
mengatakan bahwa: 
“Selama pelaksanaan mutasi jabatan dalam periode 
kepemimpinan Bupati, Drs. H. Arifin Junaidi, kinerja pegawai 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik rata-
rata baik. Namun ada saja pegawai yang kinerjanya kurang. Tapi 
secara umum kinerja pemerintahan berjalan baik” 
(wawancara 17 April 2014) 
 
                                                          
24 Wursanto, IG. Manajemen kepegawaian 2. Yogyakarta: Penerbit kanisius. 1989. Hal. 150 
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4.4. Pertimbangan BAPERJAKAT Dan PPK Dalam Pelaksanaan 
Mutasi Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
Pelaksanaan mutasi jabatan pada dasarnya merupakan sebuah 
rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam Undang-
undang ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme 
kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu 
jabatan. Sehingga, untuk mendapatkan aparatur yang kompeten maka 
pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (2) yakni :  
“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan 
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan 
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan” 
 
Sedangkan untuk penilaian dan objektifitas dalam pelaksanaan 
mutasi jabatan maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara mengacu 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural pasal 14 ayat (1) yakni :  
“Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan 
dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi 
dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, 




Serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan tugas pokok dan fungsi yaitu 
memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) dalam pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 
Eselon II ke bawah. Dalam pemutasian pegawai, maka PPK juga perlu 
memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan 
dan pelatihan jabatan, serta pengalaman kerja. Mutasi yang terjadi di 
Kabupaten Luwu Utara harus melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat 
yang diberikan kuasa penuh untuk memberikan penilaian kepada 
Pegawai Negeri Sipil. Tim Ini di ketuai langsung oleh Sekda Luwu Utara 
dan keputusan akhir tentang mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil berada 
di tangan Bupati. 
Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa 
penempatan pegawai yang sudah sesuai dengan latar belakang 
pendidikannya rata-rata merupakan pegawai teknis baik menjadi Kepala 
bidang maupun sub-sub bidang di tiap SKPD. Adapun yang tak sesuai 
namun penempatannya dinilai berdasarkan pengalaman kerjanya dalam 
bidang tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada pimpinan 
SKPD yang di tempatkan pada bidang yang tidak sesuai dengan latar 
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belakang pendidikannya namun penempatan tersebut berdasarkan 
pertimbangan bahwa pejabat tersebut memiliki kemampuan manejerial 
yang baik dan cakap. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala BKDD, Drs. 
FP. Patuang, dalam wawancaranya kepada peneliti, ia mengatakan 
bahwa: 
“Pejabat yang di mutasi di nilai dari kepangkatan, loyalitas, dan 
pengalaman kerja. sebagai pimpinan tidak mutlak harus sesuai 
disiplin ilmunya karena dia hanya memenej. Karena kita juga 
menilai kemampuan manajerialnya. Orang-orang yang 
dibawahnya ini yang perlu sesuai dengan disiplin ilmunya” 
(wawancara 17 April 2014) 
 
Hal yang sama juga dilontarkan oleh mantan Kepala BKDD, 
Jumail Mappile, mengatakan bahwa : 
“Penempatan pegawai pada umumnya sudah sesuai kompetensi 
bidang masing-masing dan dinilai memiliki kecakapan untuk 
ditempatkan dalam jabatan tersebut. Persoalan kemampuan 
terkadang kita tidak paham sebelum melihat orang tersebut 
bekerja, makanya ada evaluasi terhadap PNS dalam 
pelaksanaan tupoksinya di masing-masing SKPD. Sehingga kita 
bisa nilai dari situ untuk penempatan seorang pegawai” 
(wawancara 17 April 2014) 
Pegawai Negeri Sipil memang akan melaksanakan pekerjaannya 
dengan baik apabila dia merasa nyaman dengan pekerjaan yang 
digelutinya. Pegawai juga akan bekerja dengan baik apabila dia betul-
betul berkompeten dipekerjaan itu. Olehnya itu memang sudah 
sepantasnya apabila pegawai yang ingin di mutasi dinilai berdasarkan 
latar belakang pendidikan dan keahliannya. Untuk meningkatkan gairah 
kerja Pegawai Negeri Sipil salah satu caranya adalah dengan 
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memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi atau 
menunjukkan hasil kerja yang baik. Pegawai yang berprestasi bisa 
diberikan penghargaan dengan cara menaikkan pangkatnya. 
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sudah menjadi 
rahasia umum bahwa penempatan seorang pegawai dalam birokrasi baik 
yang mendapatkan promosi maupun demosi tergantung kehendak PPK 
dimana penilaiannya cenderung berdasarkan pada hubungan 
kekeluargaan, pertemanan, dan afiliasi politik. Namun dalam wawancara 
peneliti kepada mantan Kepala BKDD, Jumail Mappile, berpendapat 
bahwa : 
 “Penempatan pegawai menurut saya penilaiannya tidak 
berdasarkan afiliasi politik, tapi lebih pada pendekatan prestasi 
namun tidak mengesampingkan hubungan kekeluargaan” 
(Wawancara 17 April 2014).  
 
Dalam hal penempatan pegawai, prestasi memang menjadi salah 
satu tolak ukur dalam penilaian profesionalisme seorang pegawai. Sesuai 
dengan apa yang disampaikan oleh mantan Kepala BKDD tersebut 
bahwa penilaian mutasi pegawai di pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
lebih pada pendekatan prestasi kerja tapi tidak mengesampingkan 
hubungan kekeluargaan. Jika penilaian seorang pegawai berdasarkan 
hubungan kekeluargaan dan faktor kedekatan (spoil system) justru akan 
melahirkan dominasi dari golongan tertentu. Hal ini akan menimbulkan 
disharmoni antar pegawai dan bahkan berpotensi terciptanya politik 
 64 
 
dinasti dalam tatanan pemerintahan khususnya di lingkup pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara serta memperkuat budaya nepotisme. 
Adapun daftar hasil pemutasian pegawai di lingkup pemerintahan 
Kabupaten Luwu Utara pada Bulan Januari dan Bulan April 2014 dapat 




















Tabel 4. Daftar Mutasi Pegawai Bulan Januari 2014 
 
No Nama Pangkat/Gol. 
Ruang 
Jabatan Eselon Pendidikan 
   Lama  Baru   Umum Struktural 
1 2 3 4 5 7 
1 Rostika Said, 
S.Pd, M.Si 
Pembina (IV/a) Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu 
Utara 









Kepala Dinas Sosnakertrans Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian 
dan Perdagangan Kab. Luwu Utara 
II-B S.1 Tahun 1992 Latpim Tk. III 
3 Drs. Achdar Pembina 
Utama Muda 
(IV/c) 
Kepala Badan Kesbang Politik dan 
Linmas Kab. Luwu Utara 
Kepala Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu 
Utara 
II-B S.1 Ilmu 
Pemerintahan 
Tahun 1988 
Latpim Tk. III 
4 Drs. Haruna Pembina Tk.I 
(IV/b) 
Camat Masamba Kab. Luwu Utara Kepala Badan Kesbang Politik dan 
Linmas Kab. Luwu Utara 
II-B S.1 Ilmu 
Pemerintahan 
Tahun 1988 
Latpim Tk. III 





Kepala Dinas Pertambangan dan 
Energi Kab. Luwu Utara 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan 
Setda Kab. Luwu Utara 
II-B S.1 Teknik Sipil Spama 




Asisten Ekonomi dan 
Pembangunan Setda Kab. Luwu 
Utara 
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Kab. Luwu Utara 
II-B S.2 Adm. Publik Latpim Tk. III 





Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan 
Pemerintahan Kab. Luwu Utara 
Diperbantukan pada Sekreteariat 
Daerah Kab. Luwu Utara 
- - - 
8 Takri, SE Pembina (IV/a) Camat Malangke Kab. Luwu Utara Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan 
Pemerintahan Kab. Luwu Utara 
II-B S.1 Ilmu 
Ekonomi dan 





9 Muhtar Jaya, SE, 
M.Si 
Pembina (IV/a) Kepala Badan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Penanaman Modal 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. 
Luwu Utara 
II-B S.2 Ekonomi 
Pembangunan 
Latpim Tk. III 





Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal Kab. Luwu 
Utara 
II-B S.1 Teknik 
Geologi 
Latpim Tk. III 
11 Jumail Mappile, 
S.IP, M.Si 
Pembina (IV/a) Kepala Badan Kepegawaian dan 
Diklat Daerah Kab. Luwu Utara 
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kab. Luwu Utara 
II-B S.2 Adm. 
Pembangunan 
Tahun 2004 
Latpim Tk. IV 





Kepala Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah Kab. Luwu Utara 
II-B S.2 Manajemen Latpim Tk. II 
13 Jumal Jayair 
Lussa, S.IP, M.Si 
Penata Tk.I 
(III/d) 












Camat Mappedeceng Kab. Luwu 
Utara 
Camat Masamba Kab. Luwu Utara III-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 2004 
Prajabatan  




Kepala Bidang Penanganan 
Darurat dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kab. Luwu Utara 
Camat Malangke Kab. Luwu Utara III-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 1990 
Prajabatan 
16 Magfirani Nassa, 
S.STP, M.Si 
Pembina (IV/a) Kepala Bidang Data dan Informasi 
Kepegawaian BKDD Kab. Luwu 
Utara 
Camat Sabbang Kab. Luwu Utara III-A S.2 magister 
Sains Tahun 
2009 
Latpim Tk. IV 








Sekcam Bone-Bone Kab. Luwu 
Utara 
Camat Bone-Bone Kab. Luwu Utara III-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 1999 
Prajabatan 




Camat Bone-Bone Kab. Luwu 
Utara 
Kepala Bagian Umum Setda Kab. Luwu 
Utara 
III-A S.2 Adm. Negara Prajabatan  
20 Drs. Yan Imbo Pembina (IV/a) Camat Rampi Kab. Luwu Utara Kabag. Adm. Sumber Daya Alam Setda 
Kab. Luwu Utara 
III-A S.1 Pend. Biologi Prajabatan  
21 Nakicah, S.IP Pembina Tk.I 
(IV/b) 
Kabag. Adm. Sumber Daya Alam 
Setda Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan Kab. Luwu Utara 
III-A S.1 Ilmu 
Pemerintahan 
Tahun 1997 
Latpim Tk. III 
22 Andi Yusuf Baso, 
S.Pd 
Pembina (IV/a) Kabid. Pendidikan Menengah da 
Kejuruan Dinas Pendidikan Kab. 
Luwu Utara 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Luwu 
Utara 
III-A S.1 Pend. 
Matematika 
Prajabatan  
23 Muh. Syaidin 
Syafar, SE, M.Si 
Pembina Tk.I 
(IV/b) 
Sekretaris Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa dan Kelurahan Kab. Luwu 
Utara 
Inspektur Pembantu Wilayah III 
Inspektorat Kab. Luwu Utara 
III-A S.2 Ekonomi 
Pembangunan 
Latpim Tk. III 
Tahun 2002 




Sekretaris Camat Sukamaju Kab. 
Luwu Utara 
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu 
Utara 




Latpim Tk. IV 
25 Mulawarman A. 
Rasyid, SH 
Pembina (IV/A) Sekretaris Badan Kepegawaian 
dan Diklat Daerah Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu 
Utara 
III-A S.1 Hukum 
Keperdataan 
Tahun 1996 
Latpim Tk. IV 
Tahun 2003 




Sekretaris Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kab. 
Luwu Utara 
Sekretaris Badan Kepegawaian dan 
Diklat Daerah Kab. Luwu Utara 
III-A STM Tahun 
1976 
Latpim Tk. III 
Tahun 2002 
27 Syarifuddin K, SE, 
MM 
Pembina (IV/a) Kepala Bidang Akuntansi Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kab. 
Inspektur Pembantu Wilayah IV 
Inspektorat Kab. Luwu Utara 






28 Drs. MST. Palintin Pembina (IV/a) Irban Wilayah III Inspektorat Kab. 
Luwu Utara 
Fungsional pada Inspektorat Kab. Luwu 
Utara 
-   




Kabid. Pengembangan dan 
Pembinaan Usaha pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Bidang Kelembagaan dan 
Pembinaan Kelompok Tani pada Badan 
Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Kab. Luwu Utara 







Kepala Bidang Kelembagaan dan 
Pembinaan Kelompok Tani pada 
Badan Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan Kab. Luwu 
Utara 
Kabid. Pengembangan dan Pembinaan 
Usaha pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kab. Luwu Utara 
III-B S.1  Prajabatan  
31 Ir. Dewi Marwati 
Nuryanti, M.Si 
Pembina (IV/a) Kabid. Kehutanan Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 
Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Badan Pelayanan Satu Pintu 
dan Penanaman Modal Daerah Kab. 
Luwu Utara 








Latpim Tk. IV 
32 Ramli, SE Penata (III/c) Kasi. Perlindungan, Pengawasan 
dan Peredaran Hasil Hutan pada 
Bidang Kehutanan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. 
Luwu Utara 
Kabid. Kehutanan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kab. Luwu Utara 





33 Drs. Sukur Penata Tk.I 
(III/d) 
Kabid. Koperasi dan UKM pada 
Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara 
Kabid. Pariwisata pada Dinas Pemuda, 
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Latpim Tk. III 
34 Musbar, S.Sos Penata Tk.I 
(III/d) 
Kabid. Pengembangan Desa dan 
Kelurahan pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
Kabid. Pengadaan dan Mutasi Pegawai 
pada Badan Kepegawaian dan Diklat 
Kab. Luwu Utara 





Kab. Luwu utara 




Kabid. Pengadaan dan Mutasi 
Pegawai pada Badan Kepegawaian 
dan Diklat Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Data dan Informasi 
Kepegawaian BKDD Kab. Luwu Utara 




36 Andi Zulkatrnain, 
SKM, M.kes 
Penata (III/c) Kasi. Pelayanan Pengembangan 
dan Kesehatan pada Bidang Bina 
Pelayanan Kesehatan Dasar dan 
Farmasi Dinas Kesehatan Kab. 
Luwu Utara 
Kabid. Pengembangan Desa dan 
Kelurahan pada Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan Kab. Luwu utara 




IV Tahun 2013 




Kasi. Penyusunan APBD pada 
Bidang Anggaran Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan dan Aset 
Daerah Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Akuntansi Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Ilmu 
Hubungan 
Masyarakat  
Latpim Tk. IV 
Tahun 2003 
38 H. Ajie Saputra, 
S.Sos, M.Si 
Penata (III/c) Lurah Bone Kecamatan Masamba 
Kab. Luwu Utara 
Kabid. Pendapatan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kab. Luwu Utara 




IV Tahun 2012 
39 Mardiana, S.Sos Penata Tk.I 
(III/d) 
Staf Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kab. 
Luwu Utara 
Kabid. Penanganan Darurat dan 
Logistik Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Adm Negara Latpim Tk. III 
40 Sukri Saming, 
S.Sos 
Penata (III/c) Kasi. Pemberdayaan Sosial pada 
BIdang Sosial Dinas Sosnakertrans 
Kab. Luwu Utara 
Kabid. Pemberdayaan Tenaga Kerja 
Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Adm Negara 
Tahun 2006 
Diklatpim Tk. 
IV Tahun 2013 
41 Mansur, SP Penata (III/c) Kasi. Kelembagaan dan 
Pengembangan SDM pada Bidang 
Koperasi dan UKM Dinas 
Koperindag Kab. Luwu Utara 
Kabid. Koperasi dan UKM Dinas 
Koperindag Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Pertanian 
Tahun 1994 
Diklatpim Tk. 
IV Tahun 2013 
42 Syukur, S.Pd Pembina (IV/a) Kasi. Pengembangan Kurikulum 
dan Evaluasi pada Bidang 
Pendidikan Dasar Dinas 
Pendidikan Kab. Luwu Utara 
Kabid. Pendidikan Dasar Dinas 
Pendidikan Kab. Luwu Utara 





IV Tahun 2012 
 70 
 
43 Tasman, S.Pd Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas Pendidikan 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Pendidikan Menengah 
dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kab. 
Luwu Utara 




Latpim Tk. IV 
44 Amri, ST Penata Tk.I 
(III/d) 
Kabid Pertambangan Umum pada 
Dinas Pertambangan dan Energi 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas 
PU Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Pend. Teknik Prajabatan  
45 Juardi, BE Pembina (IV/a) Kepala Bidang Kebersihan pada 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
Kabid Pertambangan Umum pada 
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. 
Luwu Utara 
III-B D.III Teknik Sipil Latpim Tk. IV 




Sekretaris Camat  Mappedeceng 
Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Camat Sukamaju Kab. Luwu 
Utara 
III-B S.1 Adm. Publik Prajabatan 
47 Ikhdiani, S.STP Penata (III/c) Kasi. Promosi Informasi dan 
Kerjasama Industri pada Bidang 
Perindustrian Dinas Koperindag 
Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Camat  Mappedeceng Kab. 
Luwu Utara 
III-B S.1 Latpim Tk. IV 




Kabid. Pendidikan Dasar Dinas 
Pendidikan Kab. Luwu Utara 





Latpim Tk. IV 





Lembaga, Pendapatan dan 
Kekayaan Desa pada Bidang 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
BPMPDK Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Camat Rampi Kab. Luwu 
Utara 
III-B S.1 Kehutanan Latpim Tk. IV 
Tahun 2003 
50 Arnika Armin, S.IP Penata (III/c) Kasubid. Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat Desa 
dan Kelurahan pada Bidang Usaha 
Ekonomi Desa dan Kelurahan 
BPMPDK Kab. Luwu Utara 
Lurah Bone Kecamatan Masamba Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1  Prajabatan  
51 Edi Sukma, S.IP Penata (III/c) Kasubid. Perkreditan dan Produksi 
Desa dan Kelurahan pada Bidang 
Ketahanan Masyarakat Desa dan 
Lurah Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu 
Utara 
IV-A S.1 Ilmu 
Pemerintahan 
Diklatpim Tk. 
IV Tahun 2013 
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Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu 
Utara 
Tahun 2009 
52 Sofyan Djafar, 
S.IP 
Penata (III/c) Kasi. Penegakan Peraturan Daerah 
dan Penyidikan pada Kantor 
Satpol-PP Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Kesejahteraan Sosial pada 
Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. 
Luwu Utara 




53 A. Dwi Kresna 
Kustianty, SE 
Penata (III/c) Kasubag Tata Usaha pada Kantor 
Satpol-PP Kab. Luwu Utara 
Kasubag Tata Usaha pada Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Manajemen 
tahun 1999 
Diklatpim Tk. 
IV Tahun 2012 




Kasubid. Pembinaan Usaha 
Ekonomi Desa dan Kelurahan pada 
Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi 
Desa dan Kelurahan BPMPDK 
Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pelayanan Informasi Pustaka 
pada Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 2003 
Prajabatan  
55 Syamsiar, BA Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasi. Pelayanan Informasi Pustaka 
pada Kantor Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Pembinaan Usaha Ekonomi 
Desa dan Kelurahan pada Bidang 
Pembinaan Usaha Ekonomi Desa dan 
Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu Utara 
IV-A D.III APDN Latpim Tk.IV 
56 Suriyanti, S.Sos Penata Muda 
Tk.I (III/b)  
Kasi. Pembinaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan pada Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengembangan Pemuda Dinas 
Pemuda Olahraga Kebudayaan 
dan Pariwisata Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa dan Kelurahan pada 
Bidang Usaha Ekonomi Desa dan 
Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 2009 
Diklatpim Tk. 
IV Tahun 2013 




Kasubag. Kependudukan, Agraria 
dan Kerjasama pada Bagian Adm. 
Pemerintahan Umum Setda Kab. 
Luwu Utara 
Kasubid. Perkreditan dan Produksi 
Desa dan Kelurahan pada Bidang 
Ketahanan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 2006 
Prajabatan  
58 Hamirul Penata (III/c) Kasi. Ketentraman dan Ketertiban 
pada Kantor Camat Tana Lili Kab. 
Luwu Utara 
Kasubid. Pengembangan Lembaga, 
Pendapatan dan Kekayaan Desa pada 
Bidang Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu Utara 









Kasi. Adat dan Kebudayaan 
Daerah pada Bidang Kebudayaan 
Dispora Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Statistik dan Pelaporan pada 
Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda 
Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Statistika 
Tahun 2001 
Prajabatan  
60 Abd. Kadir, SE Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasubid. Statistik dan Pelaporan 
pada Bidang Penelitian dan 
Statistik Bappeda Kab. Luwu Utara 
Kasubag Tata Usaha pada Kantor 
Satpol-PP Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ekonomi  Latpim Tk. IV 
61 Drs. Tahrir Luli Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasubag Tata Usaha pada Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Program dan Perundang-
Undangan pada Sekretariat Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kab. 
Luwu Utara 




62 Herlina Basir Penata (III/c) Kasi. Pengendalian Operasional 
Perhubungan Laut dan Udara 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Sarana dan Prasarana Darurat 
dan Logistik pada Bidang Penanganan 
Darurat dan Logistik Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Akuntansi 
Tahun 1999 
Latpim Tk. IV 
63 Baso Hasmy, SE Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubid. Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada Bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pengendalian Operasional 
Perhubungan Laut dan Udara 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Prajabatan  
64 Ramuddin, S.Sos Penata (III/c) Kasubid. Sarana dan Prasarana 
Darurat dan Logistik pada Bidang 
Penanganan Darurat dan Logistik 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan pada Kantor Camat 
Masamba Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Prajabatan 
65 Faisal Nur Husain, 
S.IP 
Penata (III/c) Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan pada Kantor 
Camat Masamba Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan pada Bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kab. 
Luwu Utara 








Kasi. Pembangunan dan Kesra 
pada Kantor Lurah Baliase Kec. 
Kasi. Promosi Informasi dan Kerjasama 
Industri pada Bidang Perindustrian 





Masamba Kab. Luwu Utara Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara 
67 Wahidin, SH Penata (III/c) Kasubag. Program dan Perundang-
Undangan pada Sekretariat Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kab. Luwu Utara 
Kasi. Penegakan Peraturan Daerah dan 
Penyidikan pada Kantor Satpol-PP Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1  Prajabatan  
68 Rustam, ST Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Staf Dinas Pendidikan . Kab. Luwu 
Utara 
Kasi. Pembangunan Jalan dan 
Jembatan pada Bidang Bina Marga 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Sipil 
Tahun 2002 
Prajabatan  
69 Machful Djaya, ST Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasi. Pengawasan dan 
Pengendalian Gedung pada Bidang 
Penataan Ruang Dinas PU Kab. 
Luwu Utara 
Kasi. Perencanaan Teknis Jalan dan 
Jembatan pada Bidang Bina Marga 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Sipil 
Tahun 1997 
Diklatpim Tk. 
IV tahun 2013 




Staf Dinas PU Kab. Luwu Utara Kasi. Pengawasan dan Pengendalian 
Gedung pada Bidang Penataan Ruang 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1  Prajabatan  
71 Ma’ruf, SKM Penata (III/c) Kepala Instalasi Farmasi Dinas 
Kesehatan Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pelayanan Pengembangan dan 
Kesehatan pada Bidang Bina 
Pelayanan Kesehatan Dasar dan 
Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Luwu 
Utara 








Fungsional pada RSUD Andi 
Djemma Masamba Kab. Luwu 
Utara 
Kepala Instalasi Farmasi Dinas 
Kesehatan Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1  Prajabatan  
73 Jamaluddin, AMK Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubag. Tata Usaha pada UPTD 
Puskesmas Kec. Seko Kab. Luwu 
Utara 
Kepala UPTD Puskesmas Kec. Seko 









Kasi. Promosi dan Pemasaran 
pada Bidang Pariwisata Dinas 
Pemuda Olahraga Kebudayaan 
dan Pariwisata Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Keuangan pada Sekretariat 
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan 
dan Pariwisata kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 1997 
Latpim Tk. IV 
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75 Harnas, SE Penata (III/c) Kasubag. Pendidikan, Olahraga, 
Pemuda dan Kesehatan pada 
Bagian Adm. Kemasyarakatan dan 
Kesra Setda Kab. Luwu Utara 
Kasi. Kesenian Daerah pada Bidang 
kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga 
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu 
Utara 
IV-A S.1 Manajemen Diklatpim 
Tk.IV Tahun 
2013 
76 Kisman, S.Sos Penata (III/c) Kasubag Kelembagaan pada 
Bagian Ortala Setda Kab. Luwu 
Utara 
Kasi. Promosi dan Pemasaran pada 
Bidang Pariwisata Dinas Pemuda 
Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 
Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Sosiologi Prajabatan  
77 Mursalim, S.IP Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Sekretaris Lurah Bone-Bone Kec. 
Bone-Bone Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Pendidikan, Olahraga, 
Pemuda dan Kesehatan pada Bagian 
Adm. Kemasyarakatan dan Kesra Setda 
Kab. Luwu Utara 




78 Haidir, SH Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Staf pada Bagian Hukum dan 
Perundang-Undangan Setda Kab. 
Luwu Utara 
Kasi. Ketentraman dan Ketertiban pada 
Kantor Camat Tana Lili Kab. Luwu 
Utara 
IV-A S.1 Ilmu Hukum 
tahun 2007 
Prajabatan  




Kasi. Perlindungan dan Jaminan 
Sosial pada Bidang Sosial Dinas 
Sossnakertrans Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pemberdayaan Sosial pada 
Bidang Sosial Dinas Sossnakertrans 
Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Agama Islam  Prajabatan  
80 Sulfa Harbi, SS Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Staf Dinas Sosnakertrans Kab. 
Luwu Utara 
Kasi. Perlindungan dan Jaminan Sosial 
pada Bidang Sosial Dinas 
Sossnakertrans Kab. Luwu Utara 




81 Nurhaena, S.Sos Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasubid. Perlindungan Anak pada 
Bidang Pemberdayaan dan 
Perlindungan Anak Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. 
Luwu Utara 
Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Prajabatan  
82 Harifuddin, S.Pd, 
M.Si 
Pembina (IV/a) Kepala SDN No.092 Lindu Kec. 
Masamba Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pengembangan Kurikulum dan 
Evaluasi pada Bidang Pendidikan Dasar 
Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara 




83 Juherah, S.Pd Penata (III/c) Kasi. Sarana dan Prasarana 
Pendidikan Dasar pada Bidang 
Pendidikan Menengah dan 
Kasubid. Perlindungan Anak pada 
Bidang Pemberdayaan dan 
Perlindungan Anak Badan KB dan 





Kejuruan Dinas Pendidikan Kab. 
Luwu Utara 
Pemberdayaan Perempuan Kab. Luwu 
Utara 
2004 




Staf Dinas Pendidikan Kab. Luwu 
Utara 
Kasi. Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Dasar pada Bidang Pendidikan 
Menengah dan Kejuruan Dinas 
Pendidikan Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ekonomi 
Manajemen 
Tahun 2008  
Prajabatan  
85 Wawan, S.Pd Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Staf Dinas Pemuda Olahraga 
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. 
Luwu Utara 
Kasi. Pembinaan dan Pengembangan 
Organisasi Kepemudaan pada Bidang 
Pemberdayaan dan Pengembangan 
Pemuda Dinas Pemuda Olahraga 
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu 
Utara 
IV-A S.1 Prajabatan  
86 Rahmawati, SE Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubag. Keuangan pada 
Sekretariat Dinas Pemuda 
Olahraga Kebudayaan dan 
Pariwisata kab. Luwu Utara 
Kasi. Adat dan Kebudayaan Daerah 
pada Bidang Kebudayaan Dinas 
Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 
Pariwisata kab. Luwu Utara 










Kasubag. Perencanaan dan 
Pelaporan pada Kantor Camat 
Masamba Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Sekretariat BPMPDK Kab. Luwu 
Utara 




88 Zakiyah Saad, SE Penata (III/c) Kasi. Perbendaharaan pada Bidang 
Anggaran Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
Kasi. Penyusunan APBD pada Bidang 
Anggaran Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Akuntansi Prajabatan  
89 Adi Satria, S.Sos Penata (III/c) Kepala UPTD PKB pada 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
Kasi. Perbendaharaan pada Bidang 
Anggaran Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Prajabatan  
90 Ibrahim Akbar, SE Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasi. Perencanaan Kebutuhan 
pada BAset Daerah Dinas 
Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah kab. 
Kasi. Retribusi pada Bidang 
Pendapatan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Akuntansi 
Tahun 2000 
Diklatpim Tk. 




91 Panji Suwito, ST Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Staf Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
Kasi. Perencanaan Kebutuhan pada 
BAset Daerah Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 









Teknologi Tepat Guna pada Bidang 
Pengembangan Desa dan 
Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu 
Utara 
Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 




93 Rachmaniar, SE Penata (III/c) Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
Kasubid. Pendayagunaan Teknologi 
Tepat Guna pada Bidang 
Pengembangan Desa dan Kelurahan 
BPMPDK Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Manajemen 
Tahun 1994 
Prajabatan  
94 Saharding Dado Penata (III/c) Kasi. Retribusi pada Bidang 
Pendapatan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
Kasi. Kelembagaan dan 
Pengembangan SDM pada Bidang 
Koperasi dan UKM Dinas Koperindag 
Kab. Luwu Utara 
IV-A SMA Latpim Tk. IV 
95 Riswana, S.Tnh.I Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasi. Tata Pemerintahan pada 
Kantor Camat Masamba Kab. Luwu 
Utara 
Kasubag Kelembagaan pada Bagian 
Ortala Setda Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Usluhuddin 
Tahun 2002 
Prajabatan  
96 Ashar, S.Sos Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubag. Umum, Kepegawaian, 
dan Keuangan pada Kantor Camat 
Sukamaju Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Anjab Ketatalaksanaan pada 
Bagian Ortala Setda Kab. Luwu Utara 






Penata (III/) Kasubid. Penelitian dan 
Pengembangan pada Bidang 
Penelitian dan Statistik Bappeda 
Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Tata Ruang, Tata Guna tanah 
dan Pengairan pada Bidang Fisik dan 
Prasarana Bappeda Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Sipil Latpim Tk. IV 
98 Agussalim, ST Penata (III/c) Kasubid. Tata Ruang, Tata Guna 
tanah dan Pengairan pada Bidang 
Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. 
Kasubid. Penelitian dan Pengembangan 
pada Bidang Penelitian dan Statistik 
Bappeda Kab. Luwu Utara 










Kasi Evaluasi Data dan Pelaporan 
pada Bidang Pengolahan Data 
Administrasi Kependudukan Dinas 
Dukcapil Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Tata Usaha dan 
Kepegawaian pada Bagian Umum 
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara 





100 Ramlah Madjid, 
S.Ag 
Penata (III/c) Kasubag. Tata Usaha dan 
Kepegawaian pada Bagian Umum 
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara 
Kasi Evaluasi Data dan Pelaporan pada 
Bidang Pengolahan Data Administrasi 
Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Pend. 
Agama Islam 
Latpim Tk. III 




Staf Badan Kepegawaian dan 
Diklat Kab. Luwu Utara 
Kasi. Tata Pemerintahan pada Kantor 
Camat Masamba Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ilmu Hukum 
Tahun 2008 
Prajabatan  
102 H. Agung, S.Sos Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasi. Analisa data Kependudukan 
pada Bidang Pengelolaan Data 
Administrasi Kependudukan Dinas 
Dukcapil Kab. Luwu Utara 
Diperbantukan pada Sekretariat Dinas 
Dukacapil Kab. Luwu Utara 
- - - 
103 Kadri S, S.Kom Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Staf Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah kab. Luwu Utara 
Kasi. Analisa data Kependudukan pada 
Bidang Pengelolaan Data Administrasi 
Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. 
Luwu Utara 








Kasubag. Umum, Kepegawaian 
dan Keuangan pada Kantor Camat 
Mappedeceng Kab. Luwu Utara 
Kasi. Kependudukan dan Permukiman 
pada Kantor Camat Mappedeceng Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Manajemen Prajabatan  




Kasubag. Tata Usaha UPTD PKB 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
Kepala UPTD PKB Dishubkominfo Kab. 
Luwu Utara 





106 T. Burhan Mappa Penata Tk.I 
(III/d) 
Kasubag Ketentraman, Ketertiban 
dan Perlindungan Masyarakat pada 
Bagian Adm. Pemerintahan Umum 
Setda kab. Luwu Utara 
Kasi. Tata Pemerintahan pada Kantor 
Camat Sukamaju Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Latpim Tk.IV 
107 Syamsuddin, Penata Muda Staf pada Dinas Kehutanan dan Kasi. Perlindungan dan Pengawasan 
dan Peredaran Hasil Hutan pada 
IV-A S.1 Kehutanan Prajabatan  
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S.Hut Tk.I (III/b) Perkebunan Kab. Luwu Utara Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 
108 Muhammad 
Fadely, S.IP 
Penata (III/c) Lurah Marobo Kec. Sabbang Kab. 
Luwu Utara 
Kasubag Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat pada Bagian 
Adm. Pemerintahan Umum Setda kab. 
Luwu Utara 








Staf Dinas Koperindag Kab. Luwu 
Utara 
Kasi. Promosi dan Pemasaran pada 
Bidang Perdagangan Dinas Koperindag 
Kab. Luwu Utara 








Kasubag. Anjab dan 
Ketatalaksanaan pada Bagian 
Ortala Setda Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Kependudukan, Agraria dan 
Kerjasama pada Bagian Adm. 
Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu 
Utara 
IV-A S.1 Ilmu 
Pemerintahan 
Latpim Tk. IV 
111 Verawati, S.Sos Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubag Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas 
Pertambangan dan Energi Kab. 
Luwu Utara 
Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Sekretariat Dishubkominfo Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Prajabatan 
112 Marten Somba 
Ruse, SE 
Penata (III/c) Kasubag. Perencanaan dan 
Pelaporan pada Sekretariat 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
Kasubag Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas Pertambangan 
dan Energi Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ekonomi Latpim Tk. III 
113 Nurmaidah, SE Penata (III/c) Kasubag. Keuangan pada 
Sekretariat BKDD Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Keuangan pada Sekretariat 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 





114 Andi Husni Penata (III/c) Kasubag. Keuangan pada 
Sekretariat Dishubkominfo Kab. 
Luwu Utara 
Kasubag. Keuangan pada Sekretariat 
BKDD Kab. Luwu Utara 





115 Hasmad, SE Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubag. Umum, Kepegawaian 
dan Keuangan pada Kantor Camat 
Seko Kab. Luwu Utara 
Kasi. Ketentraman dan Ketertiban 
Umum pada Kantor Camat Seko Kab. 
Luwu Utara 








116 Darmawi, S.Sos Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasubag. Umum, Kepegawaian 
dan Keuangan pada Kantor Camat 
Limbong Kab. Luwu Utara 
Kasi. Ketentraman dan Ketertiban pada 
Kantor Camat Limbong Kab. Luwu 
Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 2009 
Prajabatan  




Kasubag. Perencanaan dan 
Pelaporan pada Kantor Camat 
Mappedeceng Kab. Luwu Utara 
Kasi. Ketentraman dan Ketertiban 
Umum pada Kantor Camat 
Mappedeceng Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara 
Tahun 2007 
Prajabatan  
118 Indah Purnawati Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Kasi. Pelayanan Umum pada 
Kantor Lurah Bone Kec. Masamba 
Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Kantor Camat Mappedeceng Kab. 
Luwu Utara 
IV-B   




Staf Kantor Lurah Bone Kec. 
Masamba Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor 
Lurah Bone Kec. Masamba Kab. Luwu 
Utara 
IV-B S.1 Adm. Negara 
Tahun 2011 
Prajabatan  
120 Saenal Surya Penata Muda 
(III/a) 
Staf Kantor Camat Masamba Kab. 
Luwu Utara 
Kasi. Pembangunan dan Kesra pada 
Kantor Lurah Baliase Kec. Masamba 
IV-B S.1 Adm. Negara 
Tahun 2011 
Prajabatan 
121 Ucok Asrul Penata Muda 
(III/a) 
Staf Kantor Satpol-PP Kab. Luwu 
Utara 
Kasubag. Tata Usaha UPTD PKB 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
IV-B S.1 Prajabatan  
122 Nirwana, SE Penata Muda 
(III/a) 
Kasi. Pelayanan Umum pada 
Kantor Lurah Salassa Kec. 
Baebunta Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Umum, kepegawaian dan 
Keuangan pada Kantor Camat Limbong 
Kab. Luwu Utara 
IV-B   




Staf pada BKDD Kab. Luwu Utara Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor 
Lurah Salassa Kec. Baebunta Kab. 
Luwu Utara 








Staf Kantor Camat Mappedeceng 
Kab. Luwu Timur 
Kasubag. Umum, kepegawaian dan 
Keuangan pada Kantor Camat 
Mappedeceng Kab. Luwu Utara 
IV-B S.1 Manajemen 
tahun 2010 
Prajabatan  
125 Kaso, ST Penata Muda 
(III/a) 
Kasi. Pembangunan dan Kesra 
pada Kantor Lurah Bone-Bone Kec. 
Bone-Bone Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Lurah Bone-Bone Kec. Bone-
Bone Kab. Luwu Utara 
IV-B S.1  Prajabatan  
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126 Rudi, SE Penata Muda 
(III/a) 
Kasi. Pelayanan Umum pada 
Kantor Lurah Kappuna Kec. 
Masamba Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Kantor Camat Masamba Kab. 
Luwu Utara 
IV-B S.1 Prajabatan  




Staf BKDD Kab. Luwu Utara Kasi. Pelayanan Umum pada Kantor 
Lurah Kappuna Kec. Masamba Kab. 
Luwu Utara 
IV-B S.1 Manajemen 
Tahun 2001 
Prajabatan  




Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMKN 1 Malangke Kec. Malangke 
kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMKN 1 
Malangke Kec. Malangke kab. Luwu 
Utara 
V-A S.1 Manajemen 
Tahun 2010 
Prajabatan  
129 Bahmid Sito Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMAN 2 Masamba Kec. Masamba 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMAN 2 
Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu 
Utara 
V-A SMA Prajabatan  
130 Palma  Penata Muda 
(III/a) 
Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMAN 1 Masamba Kec. Masamba 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMAN 1 
Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu 
Utara 
V-A SMA Prajabatan  
131 Rukiah, A.Md Pengatur Tk.I 
(II/d) 
Staf Tata Usaha pada SMAN 1 
Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu 
Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMAN 1 
Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu 
Utara 
V-A D.III Manajemen 
Tahun 1997 
Prajabatan  




Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMPN 1 Masamba Kec. Masamba 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 1 
Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu 
Utara 





Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMPN 1 Bone-Bone Kec. Bone-
Bone Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 1 
Bone-Bone Kec. Bone-Bone Kab. Luwu 
Utara 
V-A SMA. IPS Prajabatan  
134 Yuliana, SE Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMPN Sukamaju Kec. Sukamaju 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 
Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu 
Utara 




135 Alpius Padidi Penata Muda 
Tk.I (III/b) 
Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMPN 1 Baebunta Kec. Baebunta 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 1 
Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu 
Utara 





136 Hariani Sultan Penata Muda 
(III/a) 
Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMPN 2 Malangke Kec. Malangke 
kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 2 
Malangke Kec. Malangke kab. Luwu 
Utara 




137 Jumaini Pengatur Tk.I 
(II/d) 
Plt. Kepala Tata Usaha pada 
SMPN 1 Sabbang Kec. Sabbang 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 1 
Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu 
Utara 
V-A SMA Tahun 
1996 
Prajabatan  
138 Farida Ahmad, SE Penata Muda 
(III/a) 
Staf Tata Usaha pada SMPN 4 
Masamba Kec. Masamba Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 4 
Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu 
Utara 
V-A S.1 Manajemen 
Perusahaan  
Prajabatan  
139 Ani Mariani Penata Muda 
(III/a) 
Staf Tata Usaha pada SMPN 4 
Masamba Kec. Masamba Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMPN 7 
Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu 
Utara 





Staf Tata Usaha pada SMAN 1 
Baebunta Kec. Baebunta Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha pada SMAN 1 
Baebunta Kec. Baebunta Kab. Luwu 
Utara 
V-A SMA. IPA Tahun 
1984 
Prajabatan  
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   Lama  Baru   Umum Struktural 
1 2 3 4 5 7 




Pj. Kepala Badan Ketahanan Pangan 
dan Pelaksana Penyuluhan Kab. 
Luwu Utara 
Pj. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. 
Luwu Utara 
II-B S.1 Kedokteran Hewan Latpim Tk. III 






Asisten Administrasi Umum Setda 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kab. Luwu Utara 
II-B S.2 Manajemen Sumber 
Daya Manusia 
Latpim Tk. III 




Pj. Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Luwu Utara 
Pj. Kepala Badan KB dan Pemberdayaan 
Perempuan Kab. Luwu Utara 
II-B S.2 Ekonomi 
Pembangunan 
Latpim Tk. III 




Kepala Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan Kab. Luwu Utara 
II-B S.2 Adm. Publik Tahun 
2002 
Latpim Tk. III 
5 Drs. Misbah Pembina 
(IV/a) 
Kepala Bagian Umum Sekretariat 
DPRD Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. 
Luwu Utara 
III-A S.1 Latpim Tk. III 
6 Enyon, S.Sos Pembina 
(IV/a) 
Sekretaris Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. 
Luwu Utara 
Kabag. Perundang-Undangan pada 
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara 
III-A S.1 Sosiologi Latpim Tk. III 




Kabag. Perundang-Undangan pada 
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Badan KB dan Pemberdayaan 
Perempuan Kab. Luwu Utara 
III-A S.1 Latpim Tk. III 
8 Mardani, SH Penata 
Tk.I (III/d) 
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa 
dan Kelurahan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. 
Luwu Utara 




dan Kelurahan Kab. Luwu Utara 




Sekretaris Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Luwu Utara 
Sekretaris Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara III-A S.1 Adm. Negara Tahun 
2003 
Latpim Tk. III 




Sekretaris Dinas Koperindag Kab. 
Luwu Utara 
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kab. Luwu Utara 
III-A S.2 Ilmu Sosial Tahun 
2003 
Adum Tahun 1997 
11 Nakicah, S.IP Pembina 
Tk.I (IV/b) 
Sekretaris Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Pengelolaan Data Administrasi 
Kependudukan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab.Luwu Utara 
III-B S.1 Ilmu Pemerintahan 
Tahun 1997 
Latpim Tk. III 
12 Sofyan Halim Pembina 
(IV/a) 
Kepala Bidang Pengelolaan Data 
Administrasi Kependudukan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Pengawasan Dinas 
Pertambangan dan Energi Kab. Luwu Utara 





Kepala Bidang Pengawasan Dinas 
Perambangan dan Energi Kab.Luwu 
Utara 
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa 
dan Kelurahan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan Kab.Luwu Utara 
III-B     S.1 Hukum  Latpim Tk. III 





Kepala Bidang Transmigrasi pada 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kab.Luwu Utara  
Kepala Bidang Telekomunikasi dan 
Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Sains Terapan 
Pemerintahan 
 Latpim Tk. IV 
15 Anshar, S.STP Pembina 
(IV/a) 
Kepala Bidang Ketahanan 
Masyarakat Desa dan Kelurahan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan Kab.Luwu Utara 
Keapa Bidang Usaha Ekonomi Desa dan 
Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintaha Desa dan Kelurahan Kab. 
Luwu Utara 
III-B S.1 STPDN Tahun 2002 Latpim Tk. IV 
Tahun 2002 




Kepala Bidang Keluarga Sejahtera 
dan Pergerakan Masyarakat Badan 
KB dan Pemberdayaan Perempuan 
Kab.Luwu Utara 
Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas 
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kab.Luwu Utara 
III-B S.1 Ekonomi  Latpim Tk. III 




Kasubid. Pengumpulan dan 
Pengolahan Data pada Bidang Data 
dan Informasi Program Badan KB dan 
Kabid Kaluarga Berencana Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab.Luwu Utara 









Kabid Keluarga Berencanan Badan 
KB dan Pemberdayaan Perempuan 
Kab.Luwu Utara 
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pergerakan Masyarakat Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab.Luwu Utara 





Kepala Bidang Telekomunikasi dan 
Informatika Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika 
Kab.Luwu Utara 
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non 
Perzinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu dan Penanaman Modal Kab.Luwu 
Utara 





Kepala Bidang Integrasi Bangsa pada 
Kantor Kesbang Politik dan Linmas 
Kab. Luwu Utara 
Kepala Bidang Pendataan Pengarsipan 
Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Luwu 
Utara 
III-B D.III Latpim Tk. IV 
21 Idham Nur, BA Pembina 
(IV/a) 
Kepala Bidang Pendataan, 
Pengarsipan Kependudkan dan 
Catatan Sipil pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan  
Kepala Bidang Integrasi Bangsa pada Kantor 
Kesbang Politik dan Linmas Kab.Luwu Utara 
III-B D.III Latpim Tk. IV 
22 Drs. Masdin Pembina 
Tk.I (IV/b) 
Kepala Bidang Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika 
Kab.Luwu Utara 
Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja 
pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kab.Luwu Utara 
III-B S.1 Latpim Tk. III 




Kepala Bidang Perhubungan Laut 
dan Udara Dinas Perhubungan 
Komunikasi  dan Informatika Kab. 
Luwu Utara 
Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas 
Perhbungan Komunikasi dan Informatika 
Kab.Luwu Utara 
III-B S.1 Pend. Teknik 
Otomotif  





Pj. Kepala Bidang Pemberdayaan 
Tenaga Kerja pada Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kab.Luwu Utara 
Pj. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan 
Udara 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kab.Luwu Utara 








Kepala Bidang Bina Marga Dinas 
Pekerjaan Umum Kab.Luwu Utara 
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kab.Luwu Utara 
III-B S.1 Teknik Arsitektur 
Tahun 1996 
Latpim Tk. IV 
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Kepala Bidang Fisik dan Prasarana 
Badan Perencanaan Pembangunan 
daerah Kab.Luwu Utara 
Kepala Bidang Bina Marga 
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Luwu Utara 





Kabid. Sarana dan Prasarana 
Pertanian Dinas pertanian Kab. Luwu 
Utara 
Kabid. Pengembangan dan Pembinaan Usaha 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu 
Utara 
III-B S.1 Sosek Pertanian Latpim Tk. IV 




Kabid. Pengembangan dan 
Pembinaan Usaha Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 
Kabid. Kelembagaan dan Pembinaan 
Kelompok Tani Badan Ketahanan Pangan dan 
Pelaksana Penyuluhan Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Prajabatan  




Kabid. Kelembagaan dan Pembinaan 
Kelompok Tani Badan Ketahanan 
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
Kab. Luwu Utara 
Kabid. Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas 
pertanian Kab. Luwu Utara 
III-B S.1 Sosek Pertanian Latpim Tk. III 
30 Ukkas Kasim Penata 
(III/c) 
Kasubag. Umum dan Kepegawaian 
pada Sekretariat Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan 
dan Perkebunan pada Bidang Pengembangan 
dan Pembinaan Usaha Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kab. Luwu Utara 
IV-A SPMA Tahun 1980 Prajabatan  
31 Muhajir, A.Md Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Kehutanan dan Perkebunan pada 
Bidang Pengembangan dan 
Pembinaan Usaha Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada 
Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kab. Luwu Utara 
IV-A D.III Penyuluhan 
Pertanian Tahun 1983 
Prajabatan  
32 Hamirul, S.Sos Penata 
(III/c) 
Kasubid. Pengembangan Lembaga, 
Pendapatan dan Kekayaan Desa 
pada Bidang Pemerintahan Desa dan 
Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu Utara 
Kasi. Tata Pemerintahan pada Kantor Camat 
Sukamaju Kab. Luwu Utara 
IV-A SMA Biologi Tahun 1984 Prajabatan  




Kasi. Tata Pemerintahan pada Kantor 
Camat Sukamaju Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Permasalahan Aktual pada Bidang 
Integrasi Bangsa Badan Kesbangpol Linmas 
Kab. Luwu Utara 
IV-A  S.1 Adm. Negara Latpim Tk. IV 




Kasi. Ketentraman Ketertiban dan 
Pembinaan Operasional pada Kantor 
Kasubag. Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat pada Bagian Adm. 





Satpol-PP Kab. Luwu Utara Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu Utara 
35 Dahliana  Penata 
(III/c) 
Kasi. Kependudukan dan 
Permukiman Kantor camat Sabbang 
Kab. Luwu Utara 
Kasi. Sarana dan Prasarana pada Bidang 
Prestasi Olahraga dan Pembudayaan 
Olahraga Dinas Pemuda Olahraga 
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara 
IV-A SMA Latpim Tk. IV 
36 Drs. Abadi Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasi. Sarana dan Prasarana pada 
Bidang Prestasi Olahraga dan 
Pembudayaan Olahraga Dinas 
Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 
Pariwisata Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Koperasi dan UKM pada Bagian 
Adm. Perekonomian Setda Kab. Luwu Utara 





Kasubag. Koperasi dan UKM pada 
Bagian Adm. Perekonomian Setda 
Kab. Luwu Utara 
Kasi. Kependudukan dan Permukiman Kantor 
camat Sabbang Kab. Luwu Utara 





Kasi. Kebersihan Jalan, Saluran dan 
Pemukiman pada Bidang Kebersihan 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
Kasi. Perencanaan Teknis Jalan dan 
Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas PU 
Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Tekinik Than 2004 Prajabatan  





Staf Dinas PU Kab. Luwu Utara Pj. Kasi. Bangunan pada Bidang Cipta Karya 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Arsitektur Prajabatan 




Kasi. Bangunan pada Bidang Cipta 
Karya Dinas PU Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pengembangan dan Pengawasan pada 
Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Luwu Utara 







Kasi. Pengembangan dan 
Pengawasan pada Bidang Cipta 
Karya Dinas PU Kab. Luwu Utara 
Kasi. Kebersihan Jalan, Saluran dan 
Pemukiman pada Bidang Kebersihan Dinas 
PU Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Sipil Tahun 
2001 
Prajabatan  




Kasi. Perencanaan Teknis Jalan dan 
Jembatan pada Bidang Bina Marga 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pengelolaan Sampah dan LImbah 
Rumah Tangga pada Bidang Kebersihan 
Dinas PU Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Sipil Tahun 
1997 
Diklatpim Tk. IV 
Tahun 2013 




Kasi. Pengelolaan Sampah dan 
LImbah Rumah Tangga pada Bidang 
Kebersihan Dinas PU Kab. Luwu 
Kasi. Pembinaan dan Pengawasan 
Keselamatan Laut Udara pada Bidang 
Perhubungan Laut dan Udara Dishubkominfo 




Utara Kab. Luwu Utara 




Kasubag. Perencanaan dan 
Pelaporan pada Sekretariat Dinas 
Sosnakertrans Kab. Luwu Utara 
Kasi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada 
Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja Dinas 
Sosnakertrans Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 MSDM Tahun 2009 Prajabatan  





Pj. Kasi. Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja pada Bidang Pemberdayaan 
Tenaga Kerja Dinas Sosnakertrans 
Kab. Luwu Utara 
Pj. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Sekretariat Dinas Sosnakertrans Kab. 
Luwu Utara 





Kasi. Penyiapan Wilayah dan 
Konservasi Pertambangan pada 
Bidang Pertambangan Umum Dinas 
Pertambangan dan Energi Kab. Luwu 
Utara 
Kasubid. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
pada Bidang Data dan Informasi Program 
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 
Kab. Luwu Utara 
IV-A SMEA Prajabatan  
47 Dra. Aminah Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasubid. Pembinaan Ketahanan 
Keluarga pada Bidang Keluarga 
Sejahtera dan Pergerakan 
Masyarakat Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. 
Luwu Utara 
Kepala UPTB Kec. Sabbang Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Usluhuddin  Latpim Tk. IV  
48 Nontje Dudung Penata 
(III/c) 
Staf Badan KB dan Pemberdayaan 
Perempuan Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Pembinaan Ketahanan Keluarga 
pada Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pergerakan Masyarakat Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. Luwu Utara 
IV-A SMA  Prajabatan  
49 Farida, S.IP Penata 
(III/c) 
Kasi. Penerbitan KTP dan Kartu 
Keluarga pada Bidang Dukcapil Kab. 
Luwu Utara 
Kasubid. Kesehatan Reproduksi Remaja pada 
Bidang KB Badan KB dan Pemberdayaan 
Perempuan Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ilmu Pemerintahan Prajabatan  
50 Muhajir  Penata 
(III/c) 
Kepala UPTB Kec. Limbong Badan 
KB dan Pemberdayaan Perempuan 
Kab. Luwu Utara 
Kepala UPTB Kec. Seko Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. Luwu Utara 
IV-A SMEA Prajabatan  
51 Rahap Musa Penata 
Tk.I (III/d) 
Kepala UPTB Kec. Seko Badan KB 
dan Pemberdayaan Perempuan Kab. 
Penyuluh Keluarga Berencana pada UPTB 
Kec. Sabbang Badan KB dan Pemberdayaan 
-   
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Luwu Utara Perempuan Kab. Luwu Utara 




Kasubid. Kesehatan Reproduksi 
Remaja pada Bidang KB Badan KB 
dan Pemberdayaan Perempuan Kab. 
Luwu Utara 
Kepala UPTB Kec. Limbong Badan KB dan 
Pemberdayaan Perempuan Kab. Luwu Utara 








Staf Dinas PU Kab. Luwu Utara Kasi. Penyiapan Wilayah dan Konservasi 
Pertambangan pada Bidang Pertambangan 
Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab. 
Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknik Sipil Tahun 
2003 
prajabatan  
54 Sabrianto, SE Penata 
(III/c) 
Kasubag. Keuangan pada Bagian 
Umum Setda Kab. Luwu Utara 
Kasi. Penerbitan KTP dan Kartu Keluarga 
pada Bidang Dukcapil Kab. Luwu Utara 










Pj. Kasubag. Keuangan pada 
Sekretariat Dinas Dukcapil Kab. Luwu 
Utara 
Pj. Kasubag. Keuangan pada Bagian Umum 
Setda Kab. Luwu Utara 








Staf Dinas Dukcapil Kab. Luwu Utara Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada 
Sekretariat Dinas Dukcapil Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ekonomi Manajemen 
Keuangan  dan 







Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aseta Daerah Kab. 
Luwu Utara 
Kasubag. Keuangan pada Sekretariat Dinas 
Dukcapil Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Sosial Politik Prajabatan  





Pj. Kasubag. Perencanaan dan 
Pelaporan pada Kantor Camat 
Malangke Kab. Luwu Utara 
Pj. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor 
Camat Malangke Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Hukum  Prajabatan  
59 Mustari, S.Sos Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasi. Pengawasan Pertambangan 
Umum pada Bidang Pengawasan 
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. 
Luwu Utara 
Kasi. Penyiapan Pemukiman dan Penempatan 
pada Bidang Transmigrasi Dinas 
Sosnakertrans Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Latpim Tk. IV 
60 Muhammad Penata Kasi. Penyiapan Pemukiman dan 
Penempatan pada Bidang 
Kasi. Pengawasan Pertambangan Umum pada 
Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan 
IV-A S.1  Prajabatan  
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Subhan, ST (III/c) Transmigrasi Dinas Sosnakertrans 
Kab. Luwu Utara 






Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan pada Kantor Camat 
Sabbang Kab. Luwu Utara 
Kasubid. Pengembangan Lembaga, 
Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bidang 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPDK 
Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Teknologi Pertanian 
Tahun 2001 
Prajabatan  
62 Syamsiar, BA Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasubid. Pembinaan Usaha Ekonomi 
Desa dan Kelurahan pada Bidang 
Pembinaan Usaha Ekonomi Desa 
dan Kelurahan BPMPDK Kab. Luwu 
Utara 
Kasubag Tata Usaha pada Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu 
Utara 
IV-A D.III APDN  Latpim Tk. IV 




Kasubag Tata Usaha pada Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. 
Luwu Utara 
Kasubid. Pembinaan Usaha Ekonomi Desa 
dan Kelurahan pada Bidang Pembinaan 
Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan 
BPMPDK Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Manajemen Tahun 
1999 
Diklatpim Tk. IV 
Tahun 2012 
64 Drs. Tahril Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasubag. Program dan Perundang-
Undangan pada Sekretariat Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Umum dan Rumah Tangga pada 
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kab. Luwu Utara 





Kasubag. Umum dan Rumah Tangga 
pada Sekretariat Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kab. Luwu Utara 
Kasubag. Program dan Perundang-Undangan 
pada Sekretariat Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kab. Luwu Utara 





Kasi. Kemitraan dan Bursa Kerja 
pada Kantor Latihan Kerja Kab. Luwu 
Utara 
Kasi. Perencanaan dan Pengembangan 
Pelatihan pada Kantor Latihan Kerja Kab. 
Luwu Utara 







Kasi. Perencanaan dan 
Pengembangan Pelatihan pada 
Kantor Latihan Kerja Kab. Luwu Utara 
Kasi. Kemitraan dan Bursa Kerja pada Kantor 
Latihan Kerja Kab. Luwu Utara 
IV-A D.III Teknik Elektro Diklatpim Tk.IV 
Tahun 2012 




Pj. Kasi Pelatihan pada Kantor 
Latihan Kerja Kab. Luwu Utara 
Pj. Kasi. Tata Pemerintahan pada Kantor 
Camat Tana Lili Kab. Luwu Utara 






69 Marsumar, SE Penata 
Muda Tk.I 
(III/b) 
Pj. Kasi. Tata Pemerintahan pada 
Kantor Camat Tana Lili Kab. Luwu 
Utara 
Pj. Kasi Pelatihan pada Kantor Latihan Kerja 
Kab. Luwu Utara 






Staf Kantor Satpol-PP Kab. Luwu 
Utara 
Pj. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 
pada kantor Camat Malangke Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1  Prajabatan  





Kasubag. Perencanaan dan 
Pelaporan pada Kantor Camat 
Baebunta Kab. Luwu Utara 
Pj. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 
pada kantor Camat Limbong Kab. Luwu Utara 






Pj. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban 
Umum pada kantor Camat Limbong 
Kab. Luwu Utara 
Pj. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
pada kantor Camat Limbong Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Adm. Negara Tahun 
2009 
Prajabatan  
73 Armayanti, SE Penata 
Muda Tk.I 
(III/b) 
Staf Kantor Lurah Salassa Kec. 
Baebunta Kab. Luwu Utara 
Pj. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan pada Kantor Camat Baebunta 
Kab. Luwu Utara 
IV-A S.1 Ekonomi Akuntansi 
Tahun 2003 
Prajabatan  
74 Murni, B.Sc Penata 
Tk.I (III/d) 
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan pada Kantor Camat 
Baebunta Kab. Luwu Utara 
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa/Kelurahan pada Kantor Camat Sabbang 
Kab. Luwu Utara 
IV-A D.III Ilmu Perbankan dan 






Kasubid. Permasalahan Aktual pada 
Bidang Integrasi Bangsa Badan 
Kesbangpol Linmas Kab. Luwu Utara 
Kasi. Ketentraman Ketertiban dan Pembinaan 
Operasional pada Kantor Satpol-PP Kab. 
Luwu Utara 
IV-A SMA Latpim. Tk.IV 
76 Dunaiyah Penata 
Muda Tk.I 
(III/b) 
Staf UPT Dinas Pendidikan Kec. 
Baebunta Kab. Luwu Utara 
Kepala Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan 
Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara  







Staf Kantor Camat Baebunta Kab. 
Luwu Utara 
Pj. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Kantor Camat Baebunta Kab. Luwu 
Utara 
IV-B S.1 Adm. Negara Tahun 
2012 
Prajabatan 
78 Mahmud, SE Penata 
Muda 
Staf RSUD Andi Djemma Masamba Pj. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan 
Keuangan pada Kantor Camat Rampi Kab. 
IV-B S.1 Manajemen Tahun Prajabatan  
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(III/a) Kab. Luwu Utara Luwu Utara 2012 





Staf Kantor Sukamaju Kab. Luwu 
Utara 
Pj. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan 
Keuangan pada Kantor Camat Sukamaju Kab. 
Luwu Utara 




80 Nirwana, SE Penata 
Muda 
(III/a) 
Kasubag. Umum, kepegawaian dan 
Keuangan pada Kantor Camat 
Limbong Kab. Luwu Utara 
Staf Kantor Camat Baebunta Kab. Luwu Utara -   





Staf Kantor Camat Limbong Kab. 
Luwu Utara 
Pj. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan 
Keuangan pada Kantor Camat Limbong Kab. 
Luwu Utara 






Sekretaris Lurah Kasimbong kec. 
Masamba Kab. Luwu Utara 
Staf Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 
Penyuluhan Kab. Luwu Utara 
-   
83 Ucok Asrul Penata 
Muda 
(III/a) 
Pj. Kasubag. Tata Usaha UPTD PKB 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 
Pj. Sekretaris Lurah Kasimbong kec. Masamba 
Kab. Luwu Utara 






Staf Dishubkominfo Kab. Luwu Utara Kasubag. Tata Usaha UPTD PKB 
Dishubkominfo Kab. Luwu Utara 








Staf pada Kantor Satpol-PP Kab. 
Luwu Utara 
Pj. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Kantor Camat Malangke Kab. Luwu 
Utara 
IV-B S.1 Manajemen Tahun 
2010 
Prajabatan  
86 Hasmini, S.Sos Penata 
Muda 
(III/a) 
Staf Bagian Ortala Setda Kab. Luwu 
Utara 
Pj. Kasi Pembangunan dan Kesra kantor 
Lurah Bone-Bone Kec. Bone-Bone Kab. Luwu 
Utara 
IV-B S.1  Prajabatan  
87 Jurado, SE Penata 
Muda 
(III/a) 
Staf Dishubkominfo Kab. Luwu Utara Pj. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan 
pada Kantor Camat Rampi Kab. Luwu Utara 
IV-B S.1 Manajemen Tahun 
2012 
Prajabatan  
Sumber : Data Sekunder  2014
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4.4.1. Pertimbangan Berdasarkan Prinsip Profesionalisme Dalam 
Pelaksanaan Mutasi Jabatan 
Pertimbangan dalam hal penempatan pegawai yang di mutasi 
harus dengan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 
jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, agama, ras atau golongan agar mampu mendorong terciptanya 
birokrasi yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik. 
Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan 
secara benar (good-governance) dan bersih (clean-government) termasuk 
didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur 
mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan 
penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. 
Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas 
dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada 
menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik. Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur 
dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak 
hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga 
aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk 
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memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
kedalam kegiatan dan program pelayanan. 
Istilah profesional itu berlaku untuk semua personil mulai dari 
tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesional dapat diartikan sebagai 
suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan 
pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme 
ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan 
lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan 
oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profesion 
yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan 
kepandaian khusus untuk menjalankannya. Untuk mencapai sukses 
dalam bekerja, seseorang harus mampu bersikap profesional. Profesional 
tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus 
bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya 
tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni 
bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus 
selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang 
dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di 
bidangnya. 
Dalam pandangan Tjokrowinoto (1996:190) birokrasi dapat 




1. Profesionalisme yang Wirausaha (Entrepreneurial-Profesionalism) 
Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada bagi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, keberanian mengambil 
risiko dalam memanfaatkan peluang, dan kemampuan untuk menggeser 
alokasi sumber dari kegiatan yang berproduktifitas rendah ke produktifitas 
tinggi yang terbuka dan memberikan peluang bagi terciptanya lapangan 
kerja dan peningkatan pendapatan nasional. 
2. Profesionalisme yang Mengacu Kepada Misi Organisasi 
(Missiondriven Profesionalism) 
Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah langkah 
yang perlu dan mengacu kepada misi yang ingin dicapai (missiondriven 
professionalism), dan tidak semata mata mengacu kepada peraturan yang 
berlaku (rule-driven professionalism). 
3. Profesionalisme Pemberdayaan (Empowering-Profesionalism). 
Kemampuan ini diperlukan untuk aparatur pelaksana atau jajaran 
bawah (grassroots) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik 
(service provider). Profesionalisme yang dibutuhkan dalam hal ini adalah 
profesionalisme-pemberdayaan (empoweringprefesionalism) yang sangat 
berkaitan dengan gaya pembangunan.25 
 
                                                          
25 Tjokrowinoto, Muljarto. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. 1996. Hal. 190 
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Matriks 1. Hasil Analisis Penempatan Pegawai Berdasarkan 
Profesionalisme Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Kabupaten 
Luwu Utara 
 
No Nama Jabatan Analisis 
Lama Baru 














































Sumber : Analisis Data Sekunder 2014 
Berdasarkan data pada matriks 1 dapat dilihat bahwa 
pelaksanaan mutasi jabatan di pemeritah Kabupaten Luwu Utara sudah 
memperhatikan profesionalisme seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Hal 
ini dapat kita lihat dari perpindahan jabatan PNS yang bersangkutan dari 
jabatan lama ke jabatan baru dua Pegawai Negeri Sipil di atas. 
Profesionalisme sebagai refleksi dari cerminan kemampuan, keahlian 
akan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya kesesuaian 
antara tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan 
beban kerja pegawai yang menjadi tanggung jawabnya. 
a. Kompetensi  
Kompetensi adalah seperangkat tingkah laku, keterampilan dan 
pengetahuan tertentu yang menjadi syarat utama dan elemen kunci bagi 
lahirnya kepemimpinan yang efektif dan efisien. Secara umum kompetensi 
dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut 
personal dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku 
kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. 
Keberadaan PNS di era reformasi dan penyelengaraan otonomi daerah 
sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, 
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baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, 
sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh 
PNS. Adapun tuntutan PNS harus memiliki kompetensi, yaitu : 
1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus 
dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik 
2. Pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang 
cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun 
lingkungan eksternal organisasi 
4. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi 
yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi 
5. Serta pelaksanaan otonomi daerah. 
Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa 
pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan 








Matriks 2. Hasil Analisis Penempatan Pegawai Berdasarkan 
Kompetensi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara 
 
No Nama/Nip Pangkat/Gol Jabatan Analisis 
Lama Baru 
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Utara kerja yang 
berbeda 
Sumber: Analisis Data Sekunder, 2014 
Berdasarkan data pada matriks 2 terlihat bahwa penempatan 
pegawai dalam pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah kabupaten 
Luwu Utara tetap memperhatikan kompetensi yang ada pada seorang 
PNS. Sebagai contoh misalnya bapak Rustam, ST, yang sebelumnya 
sebagai staf Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara kini ditempatkan sesuai 
dengan latar belakang pendidikannya yaitu dari fakultas teknik maka 
beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Kasi. Pembangunan Jalan dan 
Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu 
Utara. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh oleh mantan Kepala BKDD, 
Jumail Mappile, dalam wawancaranya kepada peneliti beliau menegaskan 
bahwa : 
“Penempatan pegawai pada umumnya sudah sesuai kompetensi 
bidang masing-masing dan dinilai memiliki kecakapan untuk 
ditempatkan dalam jabatan tersebut. Persoalan kemampuan 
terkadang kita tidak paham sebelum melihat orang tersebut 
 101 
 
bekerja, makanya ada evaluasi terhadap PNS dalam 
pelaksanaan tupoksinya di masing-masing SKPD. Sehingga kita 
bisa nilai dari situ untuk penempatan seorang pegawai” 
(wawancara 17 April 2014) 
b. Prestasi Kerja  
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 
padanya. Pada umumnya pretasi kerja seorang PNS dipengaruhi oleh 
kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan PNS yang 
bersangkutan.26 
Pada UU No 43 Tahun 1999 dengan jelas tertulis bahwa untuk 
mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 
diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil 
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 
dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 
Prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Bobot nilai unsur SKP 60 % (enam 
puluh persen) dan perilaku kerja sebesar 40 % (empat puluh persen). 
Lebih jauh tentang SKP, penilaiannya meliputi aspek kuantitas, kualitas, 
waktu dan atau biaya. Sementara Penilaian perilaku kerja meliputi unsur: 
Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan 
Kepemimpinan. SKP nantinya wajib disusun dan disetujui bersama antara 
                                                          
26 Ibid. Hal. 39 
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atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan, ditetapkan setiap 
tahun pada Bulan Januari sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya 
pada akhir tahun SKP digunakan sebagai standar/ukuran penilaian 
prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini bersifat obyektif, terukur, 
akuntabel, partisipatif dan transparan. 
Profesionalitas seorang PNS dapat dilihat dari kinerjanya dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari secara maksimal. 
Hal ini tentu saja tidak terlepas dari penilaian secara objektif oleh atasan 
langsung PNS tersebut. Kesemua penilaian tersebut tentu saja akan 
masuk dalam penilaian DP3 yang bersangkutan. Dari DP3 tersebut 
penilaian kemampuan seorang PNS menjadi lebih baku karena dapat 
terlihat melalui indikator- indikator yang ada. Meskipun DP3 tidak dapat 
sepenuhnya dipergunakan karena tingkat objektifitasnya masih rendah 
oleh karena itu penilaian-penilaian lainnya dipergunakan juga sebagai 
bahan masukan pimpinan SKPD mengusulkan PNS untuk menjabat 
dalam jabatan struktural. Dalam DP3 tersebut dapat terlihat penilaian 
atasan langsung pegawai yang terkait atas kemampuan pegawai tersebut. 
Penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai tersebut 
dianggap sebagai penilaian objektif dari perkembangan kemampuan 
pegawai yang dibawahinya. Selain dengan melihat DP3 calon pejabat 
tersebut, penilaian lainnya dengan melihat tingkat pendidikan formal yang 
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telah dijalani. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Pengadaan dan Mutasi 
Pegawai BKDD, Musbar, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa: 
“Penilaian yang diberikan yaitu berdasarkan pangkat dan 
golongan sudah terpenuhi, sesuai dengan daftar urut 
kepangkatan PNS, Kompetensi yang merujuk pada pendidikan 
formal pegawai tersebut, dan pendidikan struktural yaitu diklatpim 
PNS” (wawancara 17 April 2014) 
 
Pendidikan formal dianggap mampu mendidik dan memperluas 
pengetahuan serta cara pandang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya. Dengan demikian diharapkan kemampuan tersebut dapat 
dipergunakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya nanti 
pada saat menjabat dalam suatu jabatan struktural.  
Hasil pengamatan peneliti di lapangan terkait pemutasian 
berdasarkan prestasi kerja akan ditunjukkan pada matriks 3 dimana 
terlihat bahwa mutasi yang telah di lakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara memang sudah bisa dikatakan berdasarkan prestasi kerja 
PNS sebagai pertimbangan untuk menempatkan seorang pegawai pada 








Matriks 3. Hasil Penempatan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja 
Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara 
 
No Nama Jabatan Pendidikan  
Lama Baru Umum  Struktural  
1 2 3 4 
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c. Jenjang Pangkat  
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan 
kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan 
pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan 
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai 
dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi 
kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan 
sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada 
waktunya dan tepat kepada orangnya.  
Dalam jabatan struktural, PNS yang berpangkat lebih rendah 
tidak dapat membawahi langsung PNS yang berpangkat lebih tinggi. 
Penempatan seorang Pegawai Negeri Sipil memang harus 
memperhatikan jenjang pangkat dari PNS itu sendiri. Jabatan-jabatan 
yang ada dalam organisasi pemerintahan mempunyai batas minimal 
pangkat yang harus dimiliki seorang PNS. Ini merupakan tugas dari 
pimpinan untuk memperhatikan jenjang pangkat seorang PNS jika 
melakukan mutasi. 
Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil 





Tabel 6. Daftar Pangkat dan Golongan PNS 
 
 Sumber: Data Sekunder 2014 
 
 
No Pangkat Golongan 
1 Juru Muda I a 
2 Juru Muda Tingkat 1  I b 
3 Juru I c 
4 Juru Tingkat 1 I d 
5 Pengatur Muda  II a 
6 Pengatur Muda Tingkat 1 II b 
7 Pengatur II c 
8 Pengatur Tingkat 1 II d 
9 Penata Muda III a 
10 Penata Muda Tingkat 1 III b 
11 Penata III c 
12 Penata Tingkat 1 III d 
13 Pembina  IV a 
14 Pembina Tingkat 1 IV b 
15 Pembina  Utama Muda IV c 
16 Pembina Utama Madya IV d 
17 Pembina Utama IV e 
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Tabel 7. Daftar Jabatan Struktural Organisasi Pemerintahan  
No Eselon Jabatan 
1 II- A Sekda 
2 II- B Kepala Badan 
  Kepala Dinas 
  Inspektur 
  Staf Ahli 
  Asisten 
3 III- A Kepala Kantor 
  Sekertaris 
  Camat 
4 III- B Kepala Bidang 
  Sekcam 
5 IV- A Lurah 
  Kasubid 
  Kasubag pada Dinas/ Badan 
  Kepala UPTD 
6 IV- B Kasi pada Kelurahan 
  Kasubag pada Kecamatan 
  Kepala TU UPTD 
7 V Tata Usaha Sekolah 
 Sumber : Data Sekunder 2014 
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Berdasarkan hasil data dan informasi yang peneliti dapatkan di 
lapangan menunjukkan bahwa penempatan pegawai dalam pelaksanaan 
mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada umumnya 
sudah sesuai dengan persyaratan jenjang pangkat yang ditentukan. 
Namun, masih ada beberapa penempatan pegawai yang justru tidak 
sesuai dengan persyaratan jenjang pangkat. Berdasarkan ketentuan pada 
Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2002 tentang Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang untuk menduduki 
jabatan dalam jenjang eselon dan realitasnya dalam data keadaan 
pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai data hasil 
penelitian terdapat beberapa temuan dalam pelaksanaan mutasi jabatan 
di pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu adanya pegawai yang 
pangkatnya lebih tinggi daripada atasannya. Terkait akan hal itu, 
sekretaris BKDD, Drs. Tandri P. Abduh, menjelaskan bahwa: 
“Kami juga baru dalam BKDD, yang lalu itu waktu kita masuk 
banyak laporan masuk makanya kami data siapa-siapa yang 
pangkatnya lebih tinggi. Kemudian dilakukan pergeseran semua 
pegawai yang pangkatnya lebih tinggi dari pimpinannya di 
pemutasian kemarin. Terkait dengan masih adanya Kabid yang 
pangkatnya lebih tinggi dari pimpinannya, kita juga masih 
mencoba cari jalan keluarnya karena jika digeser maka 
masuknya lagi yang susah sebab hal ini teknis sekali. Kemarin 
sudah kita upayakan untuk tidak terjadi hal seperti itu di beberapa 
Dinas. Terkait kepangkatan tadi, jadi sementara waktu kita tidak 
sekaligus geser namun sudah ada dalam catatan akan kita atasi. 





Matriks 4. Hasil Analisis Penempatan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan 









Jabatan Eselon Unit 
Kerja 
Pendidikan Masa Kerja Usia JK Agama 
      Umum Struktural Thn Bln Thn Bln   















13 09 44 05 L Islam 















20 09 53 08 L Islam 
Sumber: Data Sekunder, 2014 
Keterangan : 
 : Pegawai yang dimutasi
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d. Tanpa Diskriminasi  
Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap 
individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang 
diwakili oleh individu berkenaan. Diskriminasi merupakan suatu perbuatan 
yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ia berpuncak daripada 
kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan manusia lainnya 
terkait dengan gender, suku, hingga agama. 
Dari hasil Pengamatan di lapangan, tidak ada pembedaan 
pelayanan maupun dalam hal mutasi bagi para Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di Kabupaten Luwu Utara. Mereka semua diberikan hak yang 
sama, kalau memang memiliki kemampuan yang diperlukan di sebuah 
jabatan maka pasti dia akan ditempatkan di jabatan tersebut. Untuk 
mendukung pernyataan diatas maka peneliti sajikan data nominatif 
Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Luwu Utara yang peneliti peroleh. 
Dari data pada matriks 5 terlihat bahwa memang Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan mutasi seorang PNS tidak 
pernah melakukan diskriminasi. Dari data kita lihat meskipun orang 
berbeda agama bisa ditempatkan pada posisi yang setara begitupun 
dengan jenis kelamin. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak melihat 
apakah dia perempuan atau laki-laki selama mampu mengemban tugas 
yang diberikan kenapa tidak untuk seorang laki-laki atau perempuan 
menduduki posisi yang strategis. Kita juga melihat tidak adanya 
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diskriminasi suku karena siapapun dia selama memiliki kemampuan dan 
keterampilan maka akan menduduki posisi yang sepantasnya. Hal ini 
dilakukan dalam rangka menjaga kondisi organisasi pemerintahan agar 
tetap kondusif dan aman. 
Pegawai Negeri Sipil akan merasa dihargai jika tidak ada 
pembedaan perlakuan dari pimpinannya. Dengan tidak membeda-
bedakan PNS maka motivasi pegawai untuk berprestasi akan semakin 
tinggi. PNS akan mencoba menunjukkan kinerja yang baik karena ada 
target dan tujuan yang mereka capai. Sebagai contoh bisa saja posisi 
yang strategis menjadi motivasi PNS untuk berprestasi. Jadi 
memperlakukan pegawai dengan baik sudah menjadi tugas bagi para 
pimpinan. 
Kondisi yang kondusif di lingkungan organisasi pemerintahan 
sudah menjadi harapan bagi para pimpinan. Salah satu cara untuk 
mewujudkan harapan itu dengan tidak mendiskriminasikan pegawai. 
Dengan tidak adanya diskriminasi maka kecurigaan diantara para 
pegawai tidak akan terjadi. Untuk menghindari rasa cemburu timbul 
diantara para pegawai salah satu caranya adalah memberikan penilaian 
secara adil. Namun yang penting bagi para pimpinan adalah selalu 





Matriks 5. Hasil Analisis Penempatan Pegawai Tanpa Diskriminasi 








Jabatan Eselon Unit Kerja Pendidikan Masa Kerja Usia JK Agama 
      Umum Struktural Thn Bln Thn Bln   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 












21 09 48 08 P Islam  

















24 00 49 00 L Islam  





































20  09 48 11 L Kristen 
Sumber: Data Sekunder 2014
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e.  Loyalitas 
Pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah kabupaten Luwu Utara 
juga tak lepas dari pertimbangan loyalitas seorang PNS yang akan 
ditempatkan pada jabatan tertentu. Hasibuan (2007 : 111) juga telah 
menjelaskan beberapa syarat-syarat agar pegawai bisa diangkat pada 
jabatan tertentu (promosi) yaitu dengan menilai loyalitasnya dengan artian 
pegawai harus loyal dalam membela perusahaan atau korps dari tindakan 
yang merugikan, ini membuktikan bahwa dia ikut berpartisipasi aktif 
terhadap perusahaan atau korpsnya.27 
Pengamatan peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa 
pertimbangan loyalitas seorang PNS sangat menentukan dalam 
pelaksanaaan mutasi jabatan. Hal ini juga ditegaskan oleh Bupati Luwu 
Utara, Drs.H. Arifin Junaidi, dalam wawancara kepada peneliti beliau 
menegaskan bahwa: 
“Pertimbangan mutasi itu ada dua. Yang pertama adalah 
kebutuhan organisasi dan yang kedua adalah peningkatan karir 
pegawai. Semuanya itu ditentukan oleh loyalitasnya kemudian 
kapasitasnya dalam melaksanakan tugas” 
(wawancara 21 April 2014) 
 
Hal yang sama juga dilontarkan oleh Kadishub-Kominfo, yang 
juga merupakan mantan Kepala BKDD, Jumail Mappile. Dalam 
wawancara mengaskan bahwa: 
                                                          
27 Op,cit. hal. 111 
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“Pertimbangan yang diberikan dalam pelaksanaan mutasi jabatan 
yaitu diniliai berdasarkan pangkat/golongannya harus sudah 
terpenuhi. Kompetensi dimana yang bersangkutan memiliki rasa 
tanggung jawab dalam tugas. Serta loyalitasnya, dalam artian 
loyal terhadap pimpinan, pekerjaan, dan sesama PNS. Loyalitas 
yang dimaksud adalah kerjasamanya” (wawancara 17 April 2014) 
 
Namun, kepentingan-kepentingan politis dan birokrasi terkadang 
dirasa cukup kental dalam mempengaruhi keputusan hasil sidang 
Baperjakat atas usulan penempatan pegawai dalam pelaksanaan mutasi 
jabatan. Dalam wawancara peneliti dengan Bupati Luwu Utara, H. Arifin 
Junaidi, menegaskan bahwa: 
“mengenai persoalan suka tidak suka, pejabat manapun di 
Indonesia pasti ada yang seperti itu. Pertimbangan politis tetap 
ada, sekalipun dia pintar namun melawan ya mengganggu juga 
karena kita cari yang ingin bekerja sama. Sekalipun loyal namun 
tidak tahu apa-apa, itu tidak kita pakai. Kalau loyal dan dia pintar 
(kompeten), itu yang kita cari. Misalnya saja ada dua orang yang 
memiliki kompetensi dan loyalitas yang sama tapi karena yang 
satunya lebih dekat dengan saya maka jelas saya pilih yang lebih 
dekat dengan saya. ” 
(wawancara 21 April 2014) 
 
Intervensi kepala daerah dilakukan dengan tujuan agar PNS yang 
menurut beliau bisa dan mampu bekerjasama dengannya. Dengan 
demikian maka akan sangat membantu pelaksanaan pemerintahannya. 
Berikut matriks hasil analisis penempatan pegawai berdasarkan 
pertimbangan loyalitas dalam pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah 




4.4.2. Pertimbangan Berdasarkan Senioritas Dalam Pelaksanaan 
Mutasi Jabatan 
Pelaksanaan mutasi jabatan juga perlu memperhatikan faktor 
senioritas atau yang biasa disebut dengan Seniority system. Senioritas 
yang dimaksud adalah Kepangkatan, Usia, Pendidikan dan Pelatihan 
(DIKLAT) Jabatan, serta Pengalaman. Menurut Hasibuan (2007 : 102), 
system mutasi berdasarkan senioritas tidak objektif karena kecakapan 
orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu 
memangku jabatan baru.28  
Pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara, selain mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian pasal 17 ayat (2) yakni :  
“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan 
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan 
jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan” 
 
Juga tetap merujuk pada PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 
Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Pasal 6 yang berbunyi : 
“Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas 
                                                          
28 Op,cit, hal. 102 
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dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan 
pengalaman yang dimiliki” 
 
Menurut hemat peneliti, jika system senioritas di imbangi dengan 
system merit dalam pelaksanaan mutasi maka mampu menghasilkan 
pegawai yang mampu bekerja lebih baik lagi karena telah 
berpengalaman. 
Dalam pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara, Baperjakat dan PPK juga sudah mengusahakan penempatan 
pegawai yang dimutasi berdasarkan PP Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 6. 
Informasi ini juga disampaikan oleh Inspektur, Yamsal Patappa, dalam 
wawancaranya kepada peneliti ia mengatakan bahwa : 
“kita melakukan mutasi pegawai berdasarkan senioritas dengan 
memperhatikan pangkat dan golongannya” 
(wawancara 15 April 2014) 
  
a. Kepangkatan  
Senioritas dalam kepangkatan digunakan apabila dua orang atau 
lebih PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan 
struktural semuanya memiliki pangkat yang sama. Dalam hal demikian, 
untuk menentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon 
tersebut digunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu PNS yang 




Apabila calon yang memiliki kepangkatan lebih senior ternyata 
tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan structural, 
maka pejabat yang berwenang wajib memberitahukan alasannya secara 
langsung kepada PNS yang bersangkutan baik secara lisan maupun 
tertulis.  
Pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa 
penempatan pegawai dalam pelaksanaan mutasi di pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara pada umumnya sudah memenuhi persyaratan 
kepangkatan untuk ditempatkan pada jabatan tertentu namun masih 
terkendala dengan terbatasnya jumlah jabatan yang ada. Hal ini juga 
ditegaskan oleh Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKDD Luwu 
Utara, Musbar, dalam wawancaranya kepada peneliti beliau menegaskan 
bahwa: 
“Banyak PNS dari segi kepangkatan sudah memenuhi syarat 
untuk diangkat dalam jabatan sedangkan jumlah jabatan yang 
ada sangat terbatas” (wawancara 17 April 2014) 
 
Namun, masih ada beberapa penempatan PNS yang tidak sesuai 
dengan pertimbangan senioritas dalam pelaksanaan mutasi jabatan di 
pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasilnya seperti pada matriks 5. 
b. Usia 
Dalam menentukan prioritas dari aspek usia harus 
mempertimbangkan faktor pengembangan dan kesempatan yang lebih 
luas bagi PNS dalam melaksanakan suatu jabatan struktural. Dengan 
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demikian, yang bersangkutan memiliki cukup waktu untuk menyusun dan 
melaksanakan rencana kerja, serta mengevaluasi hasil kerjanya. 
Pertimbangan usia juga diperlukan dalam penetapan nomor urut DUK 
(Daftar Urut Kepangkatan) dimana apabila ada dua orang atau lebih PNS 
yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama, memiliki masa 
kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama, dan lulus dari 
pendidikan yang sama pula, pegawai yang berusia lebih tinggi 
dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. Sesuai dengan 
wawancara peneliti dengan Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai 
BKDD, Musbar, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa: 
“Penilaian yang diberikan yaitu berdasarkan pangkat dan 
golongan sudah terpenuhi, sesuai dengan Daftar Urut 
Kepangkatan PNS, Kompetensi yang merujuk pada pendidikan 
formal pegawai tersebut, serta pendidikan struktural yaitu 
Diklatpim PNS” (wawancara 17 April 2014) 
 
DUK ini berfungsi sebagai salah satu bahan objektif untuk 
melaksanakan pembinaan PNS berdasarkan system karier dan system 
prestasi kerja. 
c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
PP No.101 Tahun 2001 tentang Diklat PNS, menekankan bahwa, 
setiap aparatur yang hendak menempati suatu jabatan, maka harus 
mengikuti Diklat PIM IV, III, II, I dan ADUM terlebih dahulu. PNS yang 
akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus 
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompentensi yang 
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ditetapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat dalam 
jabatan struktural meskipun yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus 
Diklatpim. Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan dan menambah wawasan, maka kepada PNS yang 
bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang 
dipersyaratkan untuk jabatannya. Hal ini juga telah dipertimbangkan oleh 
Baperjakat dan PPK dalam pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah 
Kabupaten Luwu utara. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kabid 
Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKDD, Musbar, dalam wawancara beliau 
mengatakan bahwa: 
“Penilaian yang diberikan yaitu berdasarkan pangkat dan 
golongan sudah terpenuhi, sesuai dengan Daftar Urut 
Kepangkatan PNS, Kompetensi yang merujuk pada pendidikan 
formal pegawai tersebut, serta pendidikan struktural yaitu 
Diklatpim PNS” (wawancara 17 April 2014) 
 
d. Pengalaman 
Pengalaman jabatan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Hal ini juga disampaikan 
oleh Kepala BKDD, Drs. FP. Patuang, dalam wawancara kepada peneliti 
beliau menegaskan bahwa: 
“Beberapa penilaian mutasi yaitu kepangkatan yang pertama 
kemudian pengalaman kerja. serta loyalitas” 
(wawancara 17 April 2014) 
 
Apabila terdapat beberapa calon pejabat structural, maka 
pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan memiliki korelasi 
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jabatan dengan jabatan yang akan diisi, lebih layak untuk dapat 
dipertimbangkan. Sesuai dengan hasil yang peneliti dapatkan di lapangan 
bahwa pertimbangan Baperjakat dan PPK telah sepenuhnya 
mengusahakan menempatkan pegawai sesuai dengan Pasal 6 PP Nomor 
100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural 
yaitu memperhatikan faktor senioritas pegawai yang ingin ditempatkan 
pada jabatan tertentu. Matriks 6 akan menunjukkan hasil analisis 

















Matriks 6. Hasil Analisis Pertimbangan Berdasarkan Senioritas  
Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
 
 





Jabatan Eselon Unit 
Kerja 
Pendidikan Masa Kerja Usia JK Agama 
      Umum Struktural Thn Bln Thn Bln   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 







II-B BKDD S-2 
Manajemen 
Latpim Tk. II 24 09 52 03 L Islam  














n tahun 1988 
Latpim Tk. 
III 
24 00 49 00 L Islam  





















19 09 47 09 P Kristen  
Sumber: Data Sekunder 2014
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Dari semua pertimbangan-pertimbangan dalam penempatan 
pegawai dalam pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara pada umumnya sudah sesuai dimana penilaiannya 
berdasarkan profesionalisme pegawai dalam hal kompetensi, prestasi 
kerja, jenjang pangkat, dan tanpa diskriminasi serta loyalitas maupun 
senioritasnya. Dalam hal penempatan pegawai juga pada umumnya 
sudah sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing, namun 
masih ada beberapa penempatan pegawai yang tak sesuai dengan 
bidangnya tetapi dinilai berdasarkan pengalaman kerja serta faktor 
senioritasnya dalam bidang tersebut. 
 
4.5. Implikasi Dalam Pelaksanaan  Mutasi Jabatan Di Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara 
Kebijakan mutasi merupakan instrumen yang penting untuk 
melakukan manajemen kepada pegawai negeri sipil, khususnya dalam 
pemerintahan daerah. Otonomi daerah pun memberikan kewenangan 
kepada daerah untuk mengelola aparatur daerah, salah satunya dengan 
melakukan penataan SDM, dalam semangat reformasi birokrasi juga 
menuntut pemerintah daerah dalam memanajemen pegawai agar 
menjunjung tinggi prinsip profesionalisme sesuai dengan sistem merit. 
Pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa mutasi 
jabatan diksanakan guna meningkatkan karir PNS di lingkup 
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pemerintahan Kabupaten Luwu Utara. Hal ini juga ditegaskan oleh Bupati 
Luwu Utara, Drs.H. Arifin Junaidi, dalam wawancara kepada peneliti 
beliau menegaskan bahwa: 
“Pertimbangan mutasi itu ada dua. Yang pertama adalah 
kebutuhan organisasi dan yang kedua adalah peningkatan karir 
pegawai. Semuanya itu ditentukan oleh loyalitasnya kemudian 
kapasitasnya dalam melaksanakan tugas” 
(wawancara 21 April 2014) 
 
 
Pelaksanaan mutasi jabatan merupakan sebuah proses dalam 
mereformasi birokrasi agar dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif 
dan efisien. Namun pemutasian pegawai terkadang berimplikasi politik 
dimana pegawai yang dimutasi dan ditempatkan pada jabatan penting 
tertentu agar pegawai pegawai tersebut melancarkan kepentingan pribadi 
kepala daerah.  
Hasil penelitian terkait pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara yang diselenggarakan pada Bulan Januari serta 
Bulan April tidak memiliki implikasi politik. Semua penempatan pegawai 
sudah dinilai berdasarkan profesionalitas dan serta persyaratan yang 
telah ditentukan. Pegawai yang mendapatkan promosi karena memang 
sudah sesuai dengan syarat kepangkatan serta berprestasi. Begitupun 




Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki wewenang 
dan pengaruh yang sangat kuat. Semua masalah tentang mutasi, 
pemberhentian, dan kenaikan pangkat seakan-akan harus didasarkan 
pada keinginan Bupati. Maka, peranan Tim Baperjakat dalam memberikan 
pertimbangan dan masukan secara objektif kepada Bupati Luwu Utara 
perihal pemutasian sangat menentukan dalam mewujudkan agenda 



















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Hasil penelitian terkait pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa penempatan pegawai sudah 
sesuai dengan kompetens di bidangnya masing-masing namun masih ada 
beberapa yang tak sesuai bidangnya namun dianggap memiliki 
kecakapan dan pengalaman dalam bidang tersebut serta masih ada 
beberapa penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan persyaratan 
kepangkatan. 
2. Mutasi yang diselenggarakan pada Tahun 2014 yaitu pada Bulan 
Januari dan Bulan April di pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak 




1. Tim Baperjakat harus betul-betul memperhatikan latar belakang 
pegawai negeri sipil (PNS) ketika ingin menempatkan seorang PNS di 
sebuah unit kerja tertentu agar mampu bekerja secara professional 
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam roda pemerintahan 
Kabupaten Luwu Utara. 
2. Pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara harus menerapkan system merit dan tidak menerapkan asas 
“like or dislike”. 
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerapkan system 
Lelang Jabatan agar bisa mendapatkan pegawai yang sesuai dengan 
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BUPATI LUWU UTARA 
 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
 
NOMOR 16 TAHUN 2011 
 
TENTANG 
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) 
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI LUWU UTARA, 
 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan 
untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan 
pangkat serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural, dipandang perlu 
menetapkan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; 
 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan 
dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 
 
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 
 
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 
 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 
 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018); 
 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 
 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 




Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH 






Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota ABRI yang dikaryawankan. 
5. Jabatan adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. 
 6. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagian dasar penggajian. 
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selajutnya disebut BAPERJAKAT adalah 









BAPERJAKAT berkedudukan sebagai Badan yang membantu Bupati atau Pejabat lain yang 
ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan 
struktural/fungsional, pengangkatan dalam pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil 








Organisasi BAPERJAKAT terdiri dari :  
a. Pengarah :  1.  Bupati Luwu Utara 
  2.  Wakil Bupati Luwu Utara 
 
b. Ketua Merangkap Anggota :  Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 
 
c. Sekretaris Bukan Anggota :  Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai 
    Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara 
 
d. Anggota : 1.  Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 
   2.  Asisten Administrasi Umum 
    3.  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
    4.  Inspektur 
 
e. Staf Sekretariat :  1.  Sekretaris BKDD 
   2.  Para Kepala Bidang pada BKDD 







BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam : 
a. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari 
Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV; dan 
b. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang 
disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara. 
 Pasal 5 
 
(1) Tugas Ketua : 
a. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT; 
b. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati mengenai pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat 
Pegawai Negeri Sipil, serta penunjukan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan 
pelatihan struktural; dan 
c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris. 
 
(2) Tugas Anggota : 
a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT; 
b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan 
c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua. 
 
(3) Tugas Sekretaris : 
a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; 
b. memimpin sekretariat; 
c. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Kenaikan Pangkat tertentu, 
serta pertimbangan perpanjangan Batas Usia Pensiun; 
d. menyiapkan bahan sidang; 
e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang 
sesuai rapat BAPERJAKAT; 
f. menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang; 
g. melaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua; dan 
h. membuat berita acara rapat. 
 
(4) Tugas Staf Sekretariat : 
a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan 
administrasi persidangan. 





(1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara. 
 
(2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara adalah     
3 (tiga) tahun. 
 







(1) Sidang BAPERJAKAT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-
waktu sesuai keperluan. 
 
(2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling 
rendah 2 (dua) orang anggota. 
 
   
Pasal 8 
 
(1) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya 
disampaikan kepada Wakil Bupati meliputi : 
a. pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural; 
b. pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural; 
c. pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural 
atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang 
bermanfaat bagi Negara; dan 
d. pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural eselon II. 
 
(2) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan jabatan struktural sekaligus menetapkan 
urutan atau rangking dari 3 (tiga) orang calon terpilih. 
 
(3) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan  dari jabatan struktural harus dijelaskan 
alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek juridis dan /atau aspek lainnya. 
 
(4) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus 
mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan. 
 












(1) Pejabat yang membidangi kepegawaian, menginventaris lowongan jabatan struktural yang 
ada disertai persyaratan jabatan. 
 
(2) Lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh pimpinan 
satuan organisasi Eselon II atau Eselon III di lingkungan masing-masing. 
 
(3) Berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat struktural Eselon II atau 
Eselon III, secara hierarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan 
jabatan kepada Pejabat yang berwenang, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua 
BAPERJAKAT Up. Sekretaris. 
 
(4) Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang 
dengan melampirkan : 
a. daftar riwayat hidup calon; dan 
b. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan calon dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
 
(5) Apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan 
data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam 
sidang BAPERJAKAT paling rendah 3 (tiga) orang calon. 
 
 
 Pasal 11 
 
(1) Pimpinan unit organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus 
mengajukan usul kepada pejabat yang berwenang, tembusannya disampaikan kepada Ketua 
BAPERJAKAT Up. Sekretaris. 
 
(2) Pelaksanaan Sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian 
pertimbangan BAPERJAKAT kepada pejabat yang berwenang, prosedurnya sama dengan 





(1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat 
pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan : 
a. tidak sehat jasmani/atau rohani; atau 
b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesioanl, efektif dan efisien dalam kurun 
waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan. 
 
(2) Tata Cara pengusulan : 
a. setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan  dari jabatan struktural, 
secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-
alasannya, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris. 
b. dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut, BAPERJAKAT dapat 
mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat 
lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 
c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang 
berwenang disertai alasan-alasannya. 
d. pertimbangan tersebut dapat berupa : 
1. membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau 





(1) Kenaikan pangkat meliputi : 
a.  untuk menjamin obyektifitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri 
Sipil perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT. 
b. kenaikan pangat tersebut meliputi : 
 1. kenaikan pangkat yang menduduki jabatan struktural, baik yang dipercepat maupun 
tidak dipercepat. 
 2. kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya; atau 
 3. kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. 
 
(2) Tata Cara Pengusulan : 
a. kepala Sub. Bidang / Bagian Kepegawaian atau Pejabat yang membidangi Kepegawaian, 
menyiapkan dan menyampaikan daftar nominative Pegawai Negeri Sipil yang akan 
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya kepada Bupati Up. Badan kepegawaian dan 
Diklat Kab. Luwu Utara dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris. 
b. atas usul kenaikan pangkat tersebut pada huruf a di atas, BAPERJAKAT mengadakan 
sidang untuk menilai prestasi kerja dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
 c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati disertai alasan-
alasannya; 
d. pertimbangan tersebut dapat berupa : 
1. membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat; atau 
2. tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat. 
e. sidang BAPERJAKAT dalam mempertimbangkan Kenaikan pangkat diadakan paling 
rendah 2 (dua) kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode 
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan 
f. disamping tugas-tugas tersebut BAPERJAKAT juga berkedudukan sebagai Tim penilai 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya. 
 
  Pasal 14 
 
(1) Pada prinsipnya, Batas Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun 
dan bagi yang menduduki jabatan struktural Eselon II dapat diperpanjang sampai dengan 60 
(enam puluh ) tahun. 
 
(2) Perpanjangan usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural 
Eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek 
kompetensi, kadernisasi dan aspek kesehatan. 
 
(3) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, dapat menyampaikan daftar 
pejabat struktural Eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada 
pejabat Pembina Kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan Batas Usia Pensiun, 
dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT. 
 
(4) Berdasarkan tembusan tersebut, tim BAPERJAKAT memberikan pertimbangan perpanjangan 
Batas Usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural Eselon II di 
lingkungannya. 
 
(5) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati bagi pejabat Eselon 
II untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa 




(1) Pendidikan dan Pelatihan Struktural meliputi : 
a. diklatpim Tk. IV :  bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atau 
menduduki jabatan struktural eselon IV yang memenuhi  
syarat umum dan syarat khusus. 
 
b. diklatpim Tk. III :  bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan  
struktural eselon IV dan eselon III yang memenuhi syarat 
umum  dan syarat khusus. 
 
c. diklatpim Tk. II :  bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan  
struktural eselon III dan eselon II yang memenuhi syarat 
umum  dan syarat khusus. 
 
(2) Tata Cara Pengusulan : 
 a. pimpinan Unit Organisasi, menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawa 
Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 
struktural kepada Bupati Up Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu Utara dan 
tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT Up. Sekretaris; 
  b. atas usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tersebut pada huruf a 
tersebut di atas, BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 





Ketentuan terperinci mengenai pembagian dan pelaksana tugas BAPERJAKAT diatur oleh Ketua 
BAPERJAKAT. 
 
 Pasal 17  
 












Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11.A Tahun 2008 
tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11.A) dicabut dan 




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
     
  Ditetapkan di Masamba 
                                               pada tanggal                       2011 
           
               BUPATI,  
         
 
 
         ARIFIN JUNAIDI 
 
Diundangkan di Masamba 
pada tanggal                        2011 
 





BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR   
TELAH DIPARAF PARAF 
KEPALA BKDD  
SEKRETARIS  




LAMPIRAN :  PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
 NOMOR  ……….    TAHUN 2010   




STRUKTUR DAN ORGANISASI BAPERJAKAT PERIODE……………….. 
 
1. PENGARAH   : -   BUPATI LUWU UTARA 
- WAKIL BUPATI LUWU UTARA 
2. KETUA/    : SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU UTARA 
MERANGKAP ANGGOTA   
3. SEKRETARIS/  : KEPALA BIDANG MUTASI DAN PENGADAAN PEGAWAI  
BUKAN ANGGOTA 
4. ANGGOTA   :  1.   KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 
3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 
4. INSPEKTUR 
 
5. STAF SEKRETARIAT :  1.   SEKRETARIS BKDD 
5. PARA KEPALA BIDANG 
6. PARA KEPALA SUB. BAGIAN/BIDANG BKDD 
 
 















1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah 




2. Apakah pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara sudah 











4. Pertimbangan apa saja yang diberikan Baperjakat dalam pelaksanaan mutasi 




5. Apakah pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara 





6. Selama periode kepemimpinan Drs.H. Arifin Junaidi, apakah pelaksanaan mutasi 




7. Masalah apa saja yang dihadapi oleh Tim Baperjakat maupun BKD dalam proses 




























         Foto bersama Bupati Luwu Utara 
 






       Foto bersama Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara (kanan) 
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